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MOTTO

“Drugs won't makes you cool, but it will makes you kill” (Narkotika tidak akan

membuatmu keren, tetapi akan membuatmu mati)’

* Stacy Ann Fergusson, the member of The Black Eyed Peas
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RINGKASAN

Narkotika menjadi permasalahan yang sangat krusial di ncgara manapun juga.
Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika (perdagangan gelap dan penggunaan ilegal)
mulai populer sejak tahun 1969, terutama dikalangan remaja. Tingkat penyalahgunaan
narkotika dalam lingkungan remaja dan pelajar khususnya, dan kalangan masyarakat
umumnya sudah sangat meresahkan semua pihak. Menurut aturan medis, markotka
merupakan jenis obat yang sangal penting dalam pelayanan kesehatan. Maka dan itu
keberadaanmya sangat diperhatikan. Namun saat ini, narkotika banyak disalahgunakan.'
Pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika dalam peraturan undang — undang di
Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1927 dengan disahkannya Verdoovende Midelen
Ordonantie stbl. 1927 nomor 278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang — Undang Obat
Bius tanggal 12 Mei 1927, sampai pada Undang — Undang nomor 22 tahun 1997
tentang Narkotika. Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang
terbaru ini dianggap olch para ahli hukum sebagai undang — undang yang revolusioner.

Terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini
Permasalahan yang pertama adalah apakah rchabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47
Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai
sanksi pidana. Sedangkan permasalahan kedua apakah rehabilitasi yang terdapat dalam
Pasal 47 Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah sinkron
dengan kebijakan aplikasinya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan mengkaji kebijakan
pemidanaan bagi pengguna narkotika, dan juga menelaah apakah Pasal 47 Undang —
Undang nomor 22 tahun 1997 dapat dikategorikan schagai sanksi pidana. Kemudian
Juga untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara terbaik untuk penanggulangan tindak
pidana narkotika dimasa yang akan datang.

Metode pendckatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

' Edy Karsono, Menpenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, Yrama Widya, Bandung, 2004,
h11
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skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum.

Hasil yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah sesungguhnya wvonis
Rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997
tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi dalam hukum pidana, yang dalam
perkembangannya, sebagai implementasi dari ide dasar dowuble trck system yang dianut
oleh undang — undang tersebut, termasuk dalam sanksi tindakan, bukan sebagai sanksi
pidana. Akan tetapi pada tahap aplikasinya, vonis rehabilitasi tidak pemah digunakan
dalam Putusan pengadilan menegenai permasalahan pengguna Narkotika di Indonesia.
Data yang mendukung kenyataan tersebut penulis ambil dani Pengadilan Negeri
Tangerang sebagai Lampiran. Dengan demikian, penulis merasa perlunya
penyempumaan Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika agar tidak
lagi terdapat ketimpangan dalam masalah pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika (pengedar dan pengguna) yang perlu mendapatkan perhatian lebih serus dan
pemerintah agar penanggulangan narkotika dimasa yang akan datang akan berjalan
lebih efektif dan sempurna.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan remaja dan pelajar
khususnya, dan kalangan masyarakal umumnya sudah sangat meresahkan semua pihak.
Menurut aturan medis, narkotika merupakan jenis obat yang sangat penting dalam
pelayanan keschatan. Maka dari itu keberadaannya sangat diperhatikan. Namun pada
saat ini, narkotika banyak disalahgunakan '

Penyalahgunaan narkotika mulai populer di tahun 1969. Dalam kurun waktu tiga
puluh tujuh tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkotika dimulal pada saat kebiasaan
negatif tersebut meclanda dan populer di kalangan remaja. Fakta di lapangan
menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang baik dari bentuk
dan juga kuantitas atau jumlahnya Narkotika tidaklah lagi berbentuk layaknya obat
terlarang, akan tetapi sudah dibentuk dalam kemasan yang menyamarkan bentuk, dan
membuat calon pengguna tertank untuk menggunakannya.

Sebenarmya, narkotika merupakan obat yang sangat penting dan dibutuhkan
dalam dunia kesehatan, schingga ketersediaannya harus terjamin. Permasalahannya
adalah penyalahgunaan dan narkotika tersebut. Saat ini telah berkembang jenis — jenis
narkotika yang diracik dengan cara meracik struktur kimiawi dari obat — obatan yang
sudah ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmakologi vang
hampir sama dengan narkotika.

Salah satu bentuk designer drugs yang dibuat antara lain 34 methyendioxy
methamphetamine (MSMA) yang dikenal dengan scbutan Extasy. Bentuk lainnya yaitu
Fantas, Fantasia, M-25, 2-CB, Bromo — STP, E-4Euh (Intelex), dan sebagainya.’

' Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, Yrama Widya, Bandung, 2004, b
11

2 Ibid h. 14
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Pemerintah berbagai negara sudah melarang penggunaan beberapa jenis
narkotika. Akan tetapi dengan cara memodifikasi unsur — unsurnya secara kimiawi,
maka produsen narkotika berusaha lepas dari jeratan hukum yang berlaku.

Realitas keadaan yang ada di lapangan semakin menunjukkan bahwa remaja dan
anak — anak semakin rentan terhadap penyalahgunaan narkolika ini. Remaja dan anak —
anak baik laki — laki maupun perempuan yang keadaan psikologisnya belum seimbang,
atau dengan kata lain masih dalam tahap pencarian jati diri kerap menjadi pelaku
sekaligus korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ini diperparah dengan
kurangnya pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya
perhatian dari orang tua.

Pada awalnya, berbagai peraturan perundang — undangan tentang narkotika di
beberapa negara hanya disusun berdasarkan unsur — unsur yang ferdapai dalam
narkotika. Akibatnya, produsen narkotika yang ingin terbebas dari ancaman pidana
memodifikasi struktur kimiawi dari berbagai jenis narkotika yang sudah ada menjadi
bentuk baru yang tidak terdeteksi oleh peraturan perundang — undangan yang beraku.
Untuk mengatasi permasalahan yang semakin pelik dan canggih itulah, Inggris dan
Amerika memulai usaha pemberantasan narkotika dengan menyusun perangkat
hukumnya tidak hanya berdasarkan unsur kimiawinya saja, akan tetapi efek atau
akibatnya. Dengan cara tersebut, designer drugs diharapkan tidak lagi lolos dari jeratan
hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang komitmen atas
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya. Bahkan dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional
(BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari peraturan —
perundang — undangan pidana di Indonesia memang tidak mengatur baik tentang
penyalahgunaan, maupun peredaran gelap narkotika. Permasalahan narkotika di
Indonesia diatur pertama kali lewat Verdoovende Midelen Ordonantie stbl. 1927 nomor
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278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang — Undang Obat Bius tanggal 12 Mei 1927.
Peningkatan kuantitas dan kualitas dari penyalahgunaan narkotika memaksa pemerintah
Indonesia memperbaiki peraturan perundang — undangannya, hingga saat ini peraturan
yang dianggap paling relevan, yaitu Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.

Dalam hal ini, dibatasi pada satu perundang — undangan yang akan disoroti.,
yaitu pada Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, tentang
Narkotika. Undang — undang ini dibentuk sebagai pengatur dengan tujuan:

1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika: dan
3. memberantas peredaran gelap narkotika.
Tujuan utama dari pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang utama
memang untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai salah satu komponen penting
dalam pelayanan keschatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menycbabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan — golongan.

Definisi penyalahgunaan narkotika dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 14
Undang — Undang nomor 22 tahun 1997, yaitu orang yang menggunakan narkotika
fanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Seperti diketahui, pada dasarnya
narkotika merupakan obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keschatan, schingpa
ketersediaannya harus terjamin. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika
orang — orang menyalahgunakan narkotika tersebut. Pada saat ini sedang berkembang
jenis narkotika yang dikenal dengan sebutan designer drugs, yaitu jenis narkotika yang
diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat yang ada, schingga
menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmakologi yang hampir sama_
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Sejak diberlakukannya Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika, memang terjadi perubahan yang signifikan pada penangan permasalahan
narkotika di Indonesia. Banyak putusan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang
memvonis mati pengedar narkotika, atau paling tidak menjatuhkan pidana penjara yang
cukup lama sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang — undang tersebut.
Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat menyurutkan peredaran narkotika di Indonesia.
Terlebih aturan yang mengatur tentang pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selama ini, pelaku penyalahgunaan narkotika hanya mendapatkan pidana
penjara beberapa tahun, yang mungkin juga ditambah dengan denda tanpa ada hal
positif yang dapat diberikan kepadanya. Jika kita bandingkan dengan pengedar,
tentunya terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pemidanaannya Pengguna
narkotika sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga
sebagai orang sakit yang harus segera direhabilitasi. * Sebagai perbandingan, bisa dilihat
apa yang terjadi di Australia, khususnya di Melboumne, ibu kota Negara Bagian Victoria
yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Pencgakkan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika tidak melulu menggunakan pendckatan hukum, tetapi
ditambah lagi dengan pendekatan kesehatan.

Sasaran pidana atau pemidanaan baik secara umum yang terdapat dalam Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara khusus yang terdapat dalam
Undang —~ Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah dalam bentuk pidana
terhadap nyawa, menghilangkan kemerdekaan seseorang dan penyitaan harta benda.
Pemidanaan tidak boleh merendahkan pelaku dari tindak pidana. Begitu pula vonis
rehabilitasi yang tidak bertujuan untuk merendahkan pengguna narkotika, melainkan
untuk melindungi pengguna yang kedudukannya sebagai korban dalam penyalahgunaan
narkotika. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki pengguna narkotika sejauh mana
1a dapat diperbaiki untuk dapat menjalankan kembali fungsinya dalam masyarakat.

Berlainan dengan apa yang diuraikan diatas, pidana rehabilitasi tidak ditemukan
dalam peraturan perundang — undangan manapun, khususnya pada Undang — Undang

* KOMPAS, 29 November 2003, Tidak Mudah Menerapkan “Harm Reduction™ di Indonesia.
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nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tentang Rehabilitasi, diatur dalam Bab VII
Pasal 44 — 51 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 dan hanya disebutkan sebagai
suatu kewajiban bagi pecandu narkotika..

Lebih khusus lagi, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang — Undang nomor 22 Tahun
1997, rehabilitasi hanya merupakan putusan atau ketetapan hakim yang memeriksa
perkara pecandu narkotika jika terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan terscbut juga dihitung sebagai masa
menjalani hukuman. Maka dari itu penulis memusatkan perhatian pada seberapa jauh
sifal dan hakikat bentuk pidana yang bemama pidana rehabilitasi, serta masalah —
masalah yang ditimbulkannya termasuk keleluasaan dan keterbatasan dalam
pembentukan dan penggunaannya.

Kenyataan menyebutkan putusan dari pengadilan untuk merchabilitasi korban
peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau napza belum dapat
berjalan. Meskipun hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika, namun pemerintah hingga kini belum mempersiapkan mekanisme
merchabilitasi para terpidana yang terbukti sebagai korban dari peredaran narkotika *

Menurut M. Taufik Makarao: ]

Jika dibandingkan dalam segi ekonomi, pidana penjara atau dikenal dengan
pidana pemasyarakatan tidak dapat dipertanggungjawabkan khususnya pada
pidana atau hukuman jangka pendek bagi terpidana penyalahgunaan narkotika.
Dengan dipenjara seseorang pelaku tindak pidana harus dibiayai, harus
disediakan fasilitas — fasilitas untuk memasukkan mereka dalam lembaga
tersebut. Sedangkan pidana rehabilitasi, pemerintah dapat memanfaatkan
fasilitas kesehatan yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan biaya
dapat dibebankan pada terpidana. Selain itu juga lebih efektif, karena mercka
tidak hanya ditahan tanpa mendapatkan apa — apa. Mereka juga berusaha untuk
disembuhkan dari ketergantungan narkotika_*

* KOMPAS, Rabu, 05 Januari 2005, Pufusan Rekabilitasi Korbar Narkoba Belum Dapat Berjalan

* M. Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk — Berwuk Pidana
Khesusnyve Pidana Cambuk Sebagai suatu Bentuk Pemidanaan), Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, h_ 5
Penulis setuju dengan pendapat dari M. Taufik Makarao. Akan tetapi pidana penjara tidak sepenuhnya
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana Penjara yang termasuk dalam sanksi pidana haruslah berjalan
sejajar dengan sanksi tindakan dalam hukum pidana Seperti tujuan sanksi pidana yang tidak hanya
membuat jera pelaku tindak pidana, akan tetapi juga mempengarul: orang lain agar tidak melakukan
tindak pidana tersebut. Keberadaan dari pidana penjara dirasa masih diperiukan.
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Mengingat penyalahgunaan narkotika memiliki ruang lingkup yang sangat luas
dari segi peraturan perundang — undangannya, maka penulis membatasi karya tulis ini
pada rchabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagai suatu bentuk pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam suatu
bentuk karya ilmiah dengan judul, “KEBLJAKAN PEMIDANAAN BAGI
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang — Undang
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Apakah ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 47 Undang — Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai sanksi
pidana?

2. Apakah kebijakan hukum pidana yang terimplementasi dalam Pasal 47 Undang
— Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sinkron dengan kebijakan
aplikasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.3.1 Tujuan
Penulisan skripsi yang begudul “KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Terhadap Pasal 47 Undang — Undang
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)” ini bertujuan untuk menclaah hal — hal
sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam
Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dapat
dikategorikan scbagai sanksi pidana.
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2) Mengetahui apakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 47
Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 telah sinkron dengan kebijakan
aplikasinya.
1.3.2 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi yang bergudul
“KEBLJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIEA DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian
Terhadap Pasal 47 Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)”,
antara lain:

1) Untuk mengetahui apabila pidana rehabilitasi mempunyai kemungkinan untuk
diberlakukan, seberapa jauh masalah pidana rchabilitasi dapat diatur dalam
peraturan hukum, khususnya dalam perundang — undangan yang mengatur
tentang narkotika.

2) Guna kepentingan ilmu hukum pada umumnya, melengkapi bahan referensi
sebagal sarana informasi seria menambah kajian terhadap bentuk pemidanaan
bagi teoritisi dan praktisi hukum.

1.4 Metode Penulisan

Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui
sesuatu yang memiliki langkah — langkah yang sistematis. Metode ilmiah merupakan
prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Olch karcna itu tidak
semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, sehingga ilmu merupakan pengetahuan
yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat — syarat yang tercantum dalam
metode ilmiah.®

llmu hukum mempakan pengetahuan yang mempunyai teori kebenaran
pragmatis. Konsckuensinya, ilmu hukum mempunyai metode penclitian hukum.

® Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, BRaja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 46
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Menurut Morris L. Cohen, Legal Research is the process of finding the law that governs

activities in human society’ .

1.4.1 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud:

“Dn dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan
tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu
vang sedang dicoba untuk dican jawabnya. Pendekatan — pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang — undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan
pendekatan konseptual® ”

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai

dengan tujuan penulisan maka digunakan pendekatan undang — undang (stafue
approach). Pendekatan undang — undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah
semua undang — undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani.

1.4.2 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan suatu

su hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogiyanya, diperlukan
bahan — bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi antara

fain:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya
mempunyal otoritas. Bahan — bahan hukum primer terdiri dari perundang —
undangan, catatan — catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang —
undangandanpumsan—pulusanhakiimghdapunperalwanpemndang—
undangan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

" Morris L. Cahe & Kent C. Olson, Legal Research, West Publishing Company, St. Paul, Minn_, 1992,
]:1.1. dikutip dari Peter Mahmud, Penefitian Hukum, Kencana, Jakarta, h 29
Thid., 93

? Ibid ., h. 141
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Undang — Undang Dasar 1945 hasil Amandemen;

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang — Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan

Konvensi Psikotropika 1971,

€. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations
Convention Againts lllicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic
Substances 1998;

f. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

g. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan;

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen — dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku — buku teks, kamus — kamus hukum, jurmal - jurnal hukum dan komentar —

komentar atas putusan Pengadilan'’ Bahan hukum sekunder memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, diperoleh dari mempelajari bahan

kepustakaan guna mendapatkan kerangka teoritik, yang tersedia dalam bentuk

misalnya rancangan undang — undang (RUU), buku - buku ilmu hukum,

pendapat para ahli, karya ilmiah, literatur ilmiah, makalah, surat kabar serta

sumber lamn yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan

pembahasan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.Bahan hukum

sekunder lainnya didapat dari hasil wawancara. Yaitu keterangan — keterangan

atau penjelasan yang didapat secara langsung dari pihak — pihak yang

berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini, penulis

melakukan wawancara melalui telepon pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan

Ibu Wahyu Setianingsih, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

- P

. a

" Ihid
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1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hokum

Metode pengumpulan bahan dan penulisan bahan hukum yang digunakan dalam
penyusunan sknipsi ini adalah mencari bahan — bahan hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Pengumpulan bahan dilakukan dengan mencari perundang — undangan
baik berupa legislation maupun regulation bahkan juga delegated legislation dan
delegated regulation yang merupakan bahan hukum primer.!" Dilanjutkan dengan
mencari literatur — literatur hukum yang relevan dengan permasalahan, dan melakukan
wawancara wawancara melalui telepon pada tanggal 15 Oktober 2006 dengan ITbu
Wahyu Setianingsih, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang
digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

IImu hukum bersifat preskriptif, yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan
hukum, nilai — nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep — konsep hukum dan
norma — norma hukum. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum
sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk menusuk
kepada suatu hal yang esensial yaitu sisi intrisik dari hukum.'?

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisa terhadap permasalahan
dengan menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif adalah pembahasan untuk
memperoleh gambaran singkat mengenai apa yang seharusnya memberikan esensial
dari penelitian hukum dalam skripsi ini, karena untuk hal itulah, penelitian tersebut
dilakukan. Hasil analisa bahan hukum ini meski bukanlah merupakan suatu asas hukum
yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru."> Kemudian dari hasil analisa
bahan hukum tersebut diambil kesimpulan yang berupa penalaran hukum.

"' Peter Mahmud, ap cit, h. 194
2 Ihid, h. 2
1 Ibid, h. 206
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fakta
2.1.1 Fakta I

Kamata Suharta alias Ata bin Zaini, laki — laki berusia 22 Tahun didakwa
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 476/PID.B/2006/PN.Tng
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan
melawan hukum memiliki narkotika golongan I Dia terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebapaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1)
huruf a Undang — Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Karnata ditangkap Polisi dengan membawa beberapa barang bukti antara lain:

a. 1 (satu) linting daun ganja kering dalam bungkus rokok:

b. 3 (tiga) amplop daun ganja kering seberat 2,1 gram.
Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kesalahan Kamata atas perbuatan yang
didakwakan padanya itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a
Undang — Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan
untuk kesalahannya Jaksa Penuntut Umum menuntut Karnata dengan hukuman penjara
selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan.

Berdasarkan barang bukti di atas pula, serta keterangan saksi — saksi selama
sidang berlangsung, maka rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada han Kamis
tanggal 1 Juni 2006 yang beranggotakan Masrudin Chaniago,SH schagai Ketua Majelis,
Matauseja Ema M, SH dan Barment Sinurat, SH sebagai Hakim Anggota menghukum
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menurut data yang diambil dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang,
selama tahun 2006 (bulan Januari hingga September), kasus penyalahgunaan narkotika
yang masuk dari Kejaksaan Negeri Tangerang berjumlah 1550 kasus. Dari jumlah

11
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tersebut, kasus yang yang sudah diputus sebanyak 755 kasus, atau sekitar 50 persen dan

jumlah keseluruhan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada.

2.1.2 Fakta 11

Kasus penyalahgunaan narkotika juga terungkap beberapa waktu lalu dalam
Putusan Pengadilan Negen Tangerang nomor 533/PID.B/200/PN.TNG. Terdakwa
adalah Willy Rizal Juzali bin Rojali, remaja laki — laki berusia 17 tahun yang ditangkap
bersama dengan rekannya yang bernama Zaki dalam sebuah operasi penyamaran yang,
dilakukan olch Polisi, pada hani Sabtu, tanggal 11 Maret 2006 sekitar jam 22.30 di Jalan
H. Sikom RT. 03/13 Kclurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Terdakwa Willy bersama rckannya Zaki mencrima uang sebesar Rp.30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) dan Polisi yang pada waklu itu memang scdang melakukan
penyamaran yang meminta untuk dibelikan ganja. Willy dan Zaki membeli ganja yang
dipesan tersebut pada orang tak dikenal di Kampung Ambon scharga Rp.25.000,00 (dua
puluh lima nbu rupiah) per pakel. Dan paket tersebut terdakwa melinting 9 (sembilan)
linting ganja yang akan dibenkan pada Polisi. Akan tetapi pada saat ditangkap, hanya 6
(enam) linting yang discrahkan pada Polisi, sedangkan 3 (tiga) linting lainnya dibuang,

6 (cnam) limting kerlas wama putih bensi gama seberat 1,2628 gram serta uang tunai
sehesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan sebagai barang bukti. -

Berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana lanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika
Golongan | sebagaimana diatur dan dhancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a
Undang  Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Majelis
Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 tahun 3 bulan penjara,
potong {ahanan, denpan perintah Terdakwa tctap dalam tahanan, denda scbesar

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum  yang digunakan scbagai landasan yundis berkaitan dengan

pcmbahasan permasalahan dalam skripsi ini adalah:
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A.

1

3

Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

’asal 34 ayat (3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kitab Undang — Undang [ lukum Pidana (KULI)

Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau mebagi — bagikan
barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keschatan orang lain,
padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara
lima belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam
pidana penjara scumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.

Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 183

Hakim tidak bolch menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah i memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar — benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya

Pasal 184 ayat (1)

(1) Alat bukti yang sah alah:
a keterangan sakst,
b.keterangan ahh,

C. surat,
d. petunjuk,
e keterangan lerdakwa

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 45
Pecandu narkotika wajih menjalam pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Orang tua atau dari wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk olch Pemerintah  untuk
mendapatkannya pengobatan dan/atau perawatan,

(2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan din atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan,
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Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalam
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkouka tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. menetapkan untuk memenntahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan danatau perawatan bagi pecandu narkotika
schagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul’ a, diperhitungkan schagal
masa menjalani hukuman, -~

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pengobatan danfatau perawatan pecandu narkotika melalw  fasilitas
rchabilitasi,

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

(1V Rchabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang
ditunjuk oleh Menten Keschatan.

(2) Atas dasar persctujuan Menteri Keschatan, lembaga rehabilitasy terentu
yany diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis
pecandu narkotika

(3) Sclain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses
penyembuhan pecandu markotika dapat disclengparakan oleh masyarakat
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional,

Pasal 50
Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitas:
sostal yang ditunjuk olch Menten Sosial,

Pasal 78 ayat (1) hurul b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

(1) Barang siapa lanpa hak dan melawan hukum:

b memiliki, menyimpan untuk  dumiliki atau untuk  persedhaan, atau
menguasai narkotika Golongan | bukan tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
S00.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana scbagmimana dimaksud dalam ayal (1) didahulu
dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjam paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 2500000000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(1) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secar lerorganisasi, dipidana dengan pidana penjara pahing singkat 3 (liga)
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tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah}.

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
olch korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).

Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayal (3), dan ayat (4)
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, alau menguasai
narkotika Golongan 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling banyak Kp.250.000.000,00 (dua ratus hma
puluh juta rupiah),

bomemiliki, menyimpan uatuk dimiliki atau untuk  persediaan, atau
menguasal narkotika Golongan 111, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
(scralus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam:

a ayat (1) bura! a didahulw dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan
paling lama 10 (scpuluh) tahun dan denda pahng banyak Rp.
40000000000 (cmpat ratus juta rupah);

b.ayat (1) huruf b didahulw dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (lujub) tahun dan denda paling banyak Rp.
1 50.000.000.00 (scratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
aayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana
penjars paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyvak Rp.
2000 000000 00 (dua milyar rupiah),
b.ayat (1) huruf b dilakukan secara terorgamsasi, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
AUO. 00U OO0,00 (empat ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak picna sehagamana dimaksud dalam:
a.ayat (1) huruf a dilakukan olch korporasi, dipidana denda paling banyak
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiith),
b.ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak
Rp. 1.000.000 000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 84

Barang supa tanpa hak dan melawan hukum;
a. menppunakan narkotika terhadap orang lain untuk membenkan narkotika
Golongan | untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banvak Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk membenkan narkotika
Golongan 1l untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);

¢. menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika
Golongan 1l untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:

a. menggunakan narkotika Golongan [ bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. menggunakan narkotika Golongan 11 bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjam paling lama 2 (dua) tabun;

¢ menggunakan narkotika Golongan 11l bagi dini sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 88 aya1 (1)

(1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak
melaporkan din sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

1.3 Tinjauan Pustaka
2.3.1 Pengertian Pidana

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan,
Darn abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Perubahan itu
adalal wajar bila dinlik dani sudut perkembangan masyarakat. Manusia selalu berupaya
untuk  memperbaharu suatu hal  demi memingkatkan  kesejahteraannya  dengan
mendasarkan din pada pengalamannya di masa lampau.

Hukum yang bark tidak berstfat statis. Hukum yang baik selalu bersifat dinamis,
sclalu mengikuti perkembangan masyarakat yang diatur Karena itu hukum harus up to
dute dan tidak kadaluarsa. Mengingal setiap detiknya manusia selalu berevolusi, atan

dengan kata lain melakukan perubaban untuk kemajuan dirinya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pidana merupakan komponen paling mendasar dalam kajian hukum pidana.
I3ahkan tidak berlebihan jika dikemukakan suatu pandangan bahwa hukum pidana tanpa
pidana, bukanlah hukum pidana.

Penggunaan istilah pidana itu sendin diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk
pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain, sepenti hukuman; pemberian
pidana; dan hukuman pidana.

Pengertian pidana sangatlah luas. Maka dari itu, beberapa ahli mengemukakan
pendapatnya tentang pengertian pidana, Diantaranya Sudarto, yang menyatakan bahwa
secara tradisional pidana didefinisikan scbagai nestapa yang dikenakan oleh Negara
pada sescorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang — undang,
sengaja agar dirasakan scbagat ncslﬂpa.'

Roeslan Saleh menyatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik tersebut.®

Pidana terhadap suatu tindakan yang melanggar ketentuan perundang —
undangan dituangkan dalam suatu sanksi pidana. Perdebatan mengenai peranan pidana
dalam menghadapi kejahatan sendin telah berlangsung selama ratusan tahun,

Penanggulangan tindak pidana dengan mengpunakan sanksi pidana merupakan
cara yang paling tua, bahkan dapat disebul setua peradaban manusia itu sendiri. Namun
demikian cara ini pun masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Terdapat dua
persoalan mengenai hal ini. Pendapat pertama merupakan pendapat yang tidak setuju
sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, sedangkan pendapat
kedua adalah pendapat yang sctuju tentang sanksi pidana yang digunakan schagai media
untuk menanggulangi kejahatan.

Pendapat pertama pada wmumnya mengatakan bahwa terhadap pelaku tindak
prdana pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana
merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu (a vestige of our savage past) yang
scharusnya dihindari. Pendapat im didasarkan pada pandangan bahwa pidana

"M Taufik Makarao, Pembakaruan Huhkum Pidana Indonesia(Studi Tentang Bentuk — bentuk Pidana
Kksusunya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, h.
L7
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merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan pendentaan yang kejam. Sejarah hukum

menurut M. Chenl Bassiouni penuh dengan gambaran — gambaman perlakuan yang

kejam dan melampaw batas menurut ukuran sekarang. Alas pandangan itulah, ada
pendapat yang mengatakan bahwa teon retnibutive atau teori pembalasan dalam hal
pemidanaan merupakan sebuah peninggalan dan kebiadaban (a refic of barbarism)’

Pendapat kedua adalah pendapal yang setuju dengan sanksi pidana sebagai
penanggulangan  tindak  pidana.  Menurut  Roeslan  Saleh, pandangan  untuk
menghapuskan pdana dan hukum pidana adalah keliru. Adapun tiga alasan mengenai
masth perlunya pidana dalam hukuman pidana adalah sebagai berikut:

a. perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan — tujuan yang
hendak dicapai, tctapr terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan
lersebul diperbolehkan menggunakan paksaan;

b. adanya usaha - usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama
sckali bagi s1 terhukum, disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran

pelanggaran norma yang teluh dilakukannya itu tidak dapat dibiarkan begitu saja;
¢. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata — mata ditujukan kepada pelaku
tindak pidana, tetapt juga untuk mempengarii orang yang belum melakukan tindak
pidana, yaitu warga masyarakat yang diharuskan untuk mentaati norma — norma
masyarahkat

Menurut penulis, penghapusan sanksi pidana memang tidak dapat dilakukan
begitu saja. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang telah ditentukan dalam undang — undang  Penegakan hukum (law
cnforcement ) memang belum tentu mencerminkan rasa keadilan, akan tetapy dimana ada
keadilan, maka penepakkian hukum akan terlaksana.

Terlepas dan dua pendapat yang memperdebatkan perlu atau tidaknya sanksi
pidana dalam menanggulang! tindak pidana, tujuan wtama dan sanksi pidana adalah
memberikan rasa jera yang ditimbulkan dan perampasan secara paksa kemerdekaan
seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut pula,

Yibid 13
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dalam sctiap peraturan perundangan — undangan diterapkan ancaman sanksi pidana bagi

yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang — undangan lersebut.

1.3.2 Pengaturan Undang — Undang Narkotika di Indonesia

Dalam mengntisipasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
Indonesia turut serta dalam upaya peningkatan kerjasama antar negara yang memberi
perhatian Khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya dengan tidak mengabaikan kegunaan dan manfaatnya di bidang pengobatan dan
ilmu pengetahuan,”

Pernyataan perang melawan narkotika di Indonesia dimulai dengan diadakannya
beberapa kegiatan internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah
naungan Liga Bangsa  Bangsa (LBB), maupun dibawah naungan Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB). Diawali dengan upaya Liga Bangsa — Bangsa pada tahun 1909 di
Shanghai, China telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara - cara
pengawasan perdaganpan gelap obat bius. Pada persidangan Komisi Qpium (Qpium
Commission) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yailu
Konvensi Internasional tentang Opium ({nternational Opium Convention) di Den Haag
Belanda pada tahun 1912,

Dengan naungan Perserikatan Bangsa — Bangsa, telah dihasilkan Konvensi
Tungpal Narkouka 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), Konvensi
Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971) di Wina, Austria
pada tanggal 25 Maret 1971 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa —
Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988
(Cnuted Nations Conventions Against llicit Traffic on Narcotic Drugs and Psvchotropic
Substances, 1988),

Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Tunggal Narkotika 1961 serta

Protokolnya dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1976, Konvensi Psikotropika

! Penjelasan atas Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 teniang Pengesahan Umied
Nations Convention Against Wicit TrafMic In Narcotics Drugs, and Psychotropic Substances 1998, h.152.

)
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1971 dengan Undang — Undang Nomor 8 tahun 1996, dan Konvens: Perserikatan
Bangsa - Bangsa tenlang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
1988 dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997, Akan tetapi undang — undang
yang pertama kali dibentuk oleh pemenntah Hindia Belanda tentang narkotika ada pada
tahun 1927 yaitu ketika disahkannya Verdoovende Midelen Ordonantie stbl. 1927
nomor 278 jo. 536 yang diubah menjadi Undang - Undang Obat Bius tanggal 12 Mei
1927 Perjalanan berlanut dengan dibentuknya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Narkotika.’

Makin memngkatnya kualitas dan kvantitas penyalahpunaan narkotika memaksa
pemernintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang — undangan yang lebih up to
date. Tujuannya adalah peraturan perundang - undangan yang bisa menpakomodic
sclurub substansi dani penyalahgunaan narkotika, Maka dan itu pada tanggal |
September 1997 ditetapkanlah Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 pada awal pembentukkannya
dinilar berbeda dengan pendahulunya, yaitu Undang — Undang Nomor 9 tahun 1976.
Undang — undang tersebut tclah membagy narkotika ke dalam tiga golongan, dan
discbutkan pula bahwa penyalahgunaan narkotika bisa menjadi kejahatan korporasi,
termasuk pencucian uang (money laundering) terhadap hasil peredaran gelap narkotika.”
Dalam undang - undang i, tdak hanya pecandu narkotika saja vang diancam pidana,
semua orang yang mengetahu pecandu narkotika tersebut, tetapi tidak melaporkannya
Juga diancam pidana.

Permasalahan pencucian wang (money laundering) pada permasalahan narkotika,
awalnya menjadi bagian dan the United Nations Convention againts Wicu Traffic in
Narcotic Druys, and Psychotropic Substances, 1988 Dengan telah diratifikasinya
Konvenst PRI tersebut ke dalam Undang ~ undang nomor 7 tabun 1997 (Lembaran
Negara Tahun 1997), berartt masalah tindak pidana pencucian vang merupakan bagian

" Ihid, b 151

" Eddy Karsono, apr it b 16

"M Ariel Amrullah, Tindak Pidama Pencucian Usng Moy Lanndlering), Bayumedio, Malang. 2004, h
4
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dan permasalahan Indonesia khususnya berkanan dengan Nlicit Traffic in Narcotic
Dirugs and Psychotropic Substances®

Undang — Undang nomor 22 @hun 1997 tentang Narkotika, tidak lagi
menganggap penyalahgunaan narkotika scbagal individual cnme, akan tetapi sudah
mengarah pada organised crime. Menurut Dicter Schaffimeister:”

“"Crgamised crime which is commited with the aid of private entities or gangs
networks, is systematically commited by groups of persons and is characterised by the
primary focus on illegal gains and the use of mternal and external violence for the
purpose of contra-strategies. ™

Organised crime sendin terbag) menjadi beberapa manifestasi kejahatan antara
lain""

1. Perdagangan ilegal, yang terdin atas:

a. perdagangan narkotika;

b, perdagangan senjata dan amumsi;

¢. perdagangan bahan peledak,

d. perdagangan barang - barang cunan.
2 Kegiatan ilegal, yang terdin atas:

a. perdagangan wanita;

b perbudakan,

¢. perdagangan anak - anak,

d. perdagangan organ tubuh manusia

2.3.3 Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika
Dalam Pasal | angka 14 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkouka discbutkan  bahwa  penyalabgunaan  adalah  orang  yang  menggunakan

narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

.
Mud b 1S
':Hl Nkutip dan Senvnar Tentang Cregemsed Crime oleh Dicter Schaltmeisier, Jakarta, Agustus 2000
Thicd .
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Pada hakikatnya tiap  tiap perbuatan pidana harus terdin atas unsur — unsur

lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

karcnanya, adalah kejadian dalam alam lahir."’

Untuk menyimpulkan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, yang

merupakan unsur atau elemen pebuatan pidana pada dasarnya terdiri atas: '

a. kelakuan dan akibat (perbuatan);

b. hal ikhwal alau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

d. unsur melawan hukum yang obyektif;,

¢. unsur melawan hukum yang subyekul

Untuk dapat dipidana, pengguna narkotika haruslah memenuhi beberapa unsur

terschut di atas. Dan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1) dan ayal (2) Undang —

Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, unsur - unsur penyalahgunaan

narkotika antara lain:

1

kelakuan dan akibat, pada Pasal 84 dan Pasal 85 undang — undang 1m adalah
dalam hal menjad pecandu narkotikag

hal ikhwal atau keadaan terientu vang menyertai perbuatan, terdapat dalam
Pasal 87, yaitu kewajiban orang tua atau wali pecandu narkotika untuk mclapor
kepada pihak yang berwajib. Bagi orang tua atau wali pecandu narkotika yang
sengaja lidak melapor melakukan perbuatan pidana, dan hal ini merupakan
unsur lambahan:

keadaan tambahan yang memberatkan pidana atau unsur — unsur yang
memberatkan pidana, tercermin dalam hal menggunakan narkotika Golongan 1,
Golongan I, dan Golongan 111, yang pembagiannya diatur dalam Lampiran
Undang Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tentang
MNarkotika;

R Mochatno, Asas — Asas Hukaon prickece, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h, 58

tbud h 63
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4. unsur melawan hukum obyekiil, tercermin dalam perbuatan pecandu narkotika
tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi dint sendiri;
5. unsur melawan hukum subyckif, terletak pada Pasal 84 vang atas kehendak
sendin membenkan narkotika untuk digunakan orang lain;
Tidak hanya pecandu narkotika yang diancam pidana dalam Undang — Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Orang tua atau wali dan keluarga pecandu
narkotika yang tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut juga diancam pidana.

2.3.4 Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika

Ketentuan pidana dan pemidanaan bagi pengguna narkotika, diatur dalam BAB
X1l tentang Ketentuan Pidana Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika. Pengaturannya ada dalam pasal — pasal sebagai berikut:

1. Pasal 85

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:

a. menggunakan narkotika Golongan I bagi din sendini, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. menggunakan narkotika Golongan (1 bagt diri sendin, dipidana dengan pidana
penjarn paling lama 2 (dua) tahun;

¢ menggunakan narkotika Golongan I bagi din sendin, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun,

2. Pasal 88 ayat (1)

(1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan
din sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Perbedaan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan
undang — undang scbelumnya salal satunya adalah terdapatnya pidana minimum bagi
stapa saja yang tanpa hak memibiki, menyimpan, da/atau membawa dan menggunakan
narkotika Golongan I, yaitu dipidana minimal 4 (empat) tahun Adapun denda minimal
yang dapat dijatuhkan sebanyak Rp. 150,000.000,00 (seratus lima pulub juta rupiah).

Orang tua atau wali dart pengguna narkotika yang masih di bawah umur yang
senpaga tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pejabat yang ditunjuk oleh
pemenntah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dikenakan sanksi
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pidana kurungan maksimal 6 {(enam) bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
Juta rupiah).

Selain pembenan sanksi pidana, pemenntah memberikan penghargaan kepada
angpota masyarakal alau organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa dalam
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika. &

W hid, b 21
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BARE I
PEMBAHASAN -

IV

T

3.1 Kajian Terhadap Pengkategorian Vonis Rehabilitasi Dalam Pasal 47 Undang —
Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Kedalam Sanksi Pidana

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya sclalu mengalami perubahan.
Dan abad ke abad keberadaannya sclalu diperdebatkan oleh para ahli. Bila diamat
perkembangan hukum pidana dewasa im di Indonesia terutama Undang — Undang
Pidana Khusus atau perundang - undangan pidana diluar KUHP, terdapat suatu
kecenderungan pengpunaan sistem dua jalur (double track system) dalam stelsel
sanksinya vang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sckaligus.' Menurut
Muladi, hukum pidana modern yang bercinkan onentasi kepada perbuatan dan pelaku
(daad-duder  straafrechr), stelsel sanksinya tdak hanya meliputi pidana (straf
punishment) yang bersifal penderitaan, letapi juga tindakan tata tertib (maatregel,
freatment) yang sceara relatif lebih bermuatan mndidikim.z

Dalam sejarahnya, ilmu hukum merupakan anak cabang ilmu dani filsafat yang
merupakan induk ilmu pengelahuan. Jika membicarakan entang sistem pemidanaan,
kita akan dihadapkan pada tiga perspektil, yaitu perspektil eksistensialisme, sosialisme,
dan perspektif Pancasila. Penganut cksistensialisme berpendapat bahwa cksistensi
pribadi ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu eksponen eksistensialisme adalah
Albert Camus yang memberikan dukungan positif terhadap justifikasi pemidamaan.
Pengenaan sanksi menurutnya dapat dibenarkan apabila diperhitungkan memiliki
kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu
mengembalikan dia ke masyarakal sebagai manusia vang utuh. Camus sangat
menganjurkan pemidanaan yang bersifat rehabilitasi, akan tetapi dia tidak mendukung

9 |
tesis rehabilitasi

"M Sholchuddin, Nistem ‘mnﬁ.ﬂ Hm"nm fakum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 h 3

* Muladi, Hak Asast Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidernies, Badan Penerbit Universitas
I‘.ilrmlmgmu Semarang, 1997 h 151, dikutip dan ihid,

"M Sholehuddin, op cit, I 87
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Perspektil. sosialisme dianut olch Umi Soviel yang berpangkal tolak dari

kepentingan negara, bukan individu. Hukum Pidana Soviet menempatkan kepentingan

negara dan ideologt sebapai dasar kewenangan untuk memidana. Hukum Pidana Soviet

memperbolehkan negara menghukum perbuatan sescorang walaupun perbuatan terscbut

tidak terdapat dalam peraturan perundang — undangan yang ada, akan tetapi oleh negara

dianggap membahayakan (kriminal).

Perspektil Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia menuntut keseimbangan

antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara. Kerangka

pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah  mencerminkan

keutuhan scluruh sila dan Pancasila. Pemidanaan dalam perspektif Pancasila haruslah

beroricntasi pada prinsip — prinsip schagai berikut:”

Pengakuan tentang manusia Indonesia scbagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan  keyakinan agama
manapun yang dianut olch masyarakat Indonesia. Pemidanaan seseorang harus
diarahkan pada penyadaran yiman dari terpidana melalui mana ia dapal bertobat
dan menjadi manusia yang beriman dan taat.

Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia scbagal ciplaan
Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak — hak asasinya vang paling
dasar serta tidak bolch merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.
Solidaritas kebangsaan dengan orang lain scbagai sesama warga bangsa. Pelaku
diarahkan untuk membenkan toleransi kepada orang lain, menumbuhkan
kepckaan terhadap kepeatingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak
mengulang: lagi kejahatan.

Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu
mengendalikan din, berdisiplin dan mengkhidmati serta mentaati hukum

scbagai wujud keputusan rakyat.

Y b b 109
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5. Mcnumbuhkan kesadaran akan kewapyiban sctiap individu scbagai makhluk
sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain scbagai sesama
masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia (termasuk pemidanaan) beroricntasi pada dua
kepentingan, yailu  kepentingan  individu  (pelaku  kejahalan), dan  Kepentingan
masyarakat temasuk korban kejahatan. Keduanya menduduki posisi yvang seimbang.
Dalam kaitan dengan masalah pcmidanaan, maka yang dituntut olch asas kescimbangan
ini adalah pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan
Juga korban, Permidanaan tidak boleh hanya menckankan pada salah satu kepentingan.

Demi benalannya suatu  bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana
diperlukan adanya suatu sistem sanksi atau pidana yang dapat membuat pelaku tindak
pidana menjadi jera dan ldak melakukan pengulangan tndak pidana (residivis).
Maksud lain dan adanya sistem sanksi adalah untuk membuat takut anggota masyarakat
lain untuk tidak melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana.

Bentuk — bentuk pidana Indonesia terdapat dalam Pasal [0 Kitab undang —
Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bentuk — bentuk pidana terscbut antara Jain:’

Bentuk — bentuk pidana antara lain:

a. Pidana pokok:

. pidana mali;

2. mdana penjan;

3. pidana kurungan;

4. mdana denda,

5. pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

I pencabutan beberapa hak tertentu;
2. perampasan barang yang tertentu;

3. pengumuman keputusan hakim.

* R Soesilo, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, Serta Komentar - Komentarnya Lenghap Pasal
Denei Vesad, Polite, Bogor, 1976 h 29
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Selain jemis sanksi berupa pidana, dalam hukum pidana positil’ dikenal juga jenis
sanksi yang berupa lindakan, misalnya:

|. Pencmpatan  di rumah sakit jiwa bagi orang vang tidak dapat
dipertanggungjawabkan karcna jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu
karcna penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).

2. Bagi anak yang scbelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat
mengenakan tindakan berupa: (Pasal 45 KUHP)

@ Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya; atau

b. Memenntahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

3. Pencmpatan di tempat bekerja negam (lands-werkin richting) bag penganggur
yang malas bekega dan tidak mempunyar mata pencahanan, serta mengganggu
ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, gelandangan, atau perbuatan
asasial (Sth. 1936 nomor 160).

4 Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ckonomi:

i Pencmpatan perusahaan i terhukum dibawah pengampuan untuk sclama

wiklu tertentu, 3 (tiga) tahun untuk kejahatan tindak pidana ckonomi, dan 2
(duar) tahun untuk pelangparan tndak pidana ckonoma,

b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.

Bentuk — bentuk prdana tersebut diterapkan dalam Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana (KULP) sebagai induk dan peraturan peundang - undangan pidana di
bawahnya Semakin modern peraturan perundang — undangan pidana, semakin lengkap
pula substansi dan sistem sanksi yang diterapkan.

sistem sankst hukum  pdana di Indonesin memang sudah  mengalami
perkembangan dan aliran klasik menjadi alican modern. Aliran klasik pada dasamya
hanya menganut single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi
pidana. Aliran klasik bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini
sangal menckankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Penctapan
sanksy dalam undang  undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang
berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan — kejahatan yang
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dilakukannya terdahulu maupun keadaan - kcadaan khusus dari perbuatan atay
kejahatan yang dilakukan.”

Berbicara lentang double track system, kita akan berbicara mengenai sistem
sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. de
dasar dari dowuble truck system adalah kesctaraan antara sanksi pidana dan sanksi
tindakan. Sistem pidana dalam hukum pidana Indonesia modem berorientasi pada
pelaku dan perbuatan (duad-dader straafreche). Jenis sanksi yang diterapkan tidak
hanya meliputi sanks: pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan
antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari
double track system.

[ralam hukum pidana, korban dibagi menjadi dua, yaitu:

1. calon korban (peemtial victin).,

2. korban aktual (aetual victim).

Perlindungan korban tindak pidana pada konsep daad-dader straafrecht baru pada
tataran perlindungan terhadap calon korban (potential victim), bukan pada korban aktual
schingga sifatnya masih berat sebelah. Untuk itu, konsep daad-dader strafrecht
scharusnya ditambahkan dengan aspek korban (sluchroffer), schingga rumusannya
menjadi: daad-dader-slachioffer Strafrecht. Penambahan aspek korban tersebut, sesuai
dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menghendaki adanya tanggung
Jawab pelaku terhadap korbannya. Jika tidak, dikhawatirkan timbul kesan bahwa hukum
pidana lebith memamgakan pelaku kejahatan daripada korban.” Pertanggunyjawaban
pelaku terhadap korban pada Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri (crime without victim), maka bentuk
tanggung jawabnya adalah pecandu narkotika tersebut sudah seharusnya menerima
tindakan rehabilitas: yang dapat dijatuhkan kepadanya. Jika tidak, maka akan digunakan

sanksi pidana terhadap dirinya

“ Muladi dan Barda Nawawi, Teori  Teori dan Kebijakear Pidana, Alumni, Bandung, 1992 h.25.26,62,
dikutip dari M. Sholehuddin, ap cir, b 25
"M Ariel \mrallab, Kejabatun ANorprorast, Bayumedia, Malang, 2006, h. 190
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Daouble track system adalah kedua — duanya, yaitu sanksi pidana dan sanksi
tindakan Double track system hidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jems sanksi
terscbul. Sistem im menempatkan dua jems sanksi tersebut dalam kedudukan yang
sctara. Penckanan pada kesetaraan sanks) pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka
double track system sesungguhnya terkail dengan fakia bahwa unsur pendentaan (lewat
sankst pidana) dan unsur pembinaan (lewal sanks: tindakan) sama - sama penting
Maka dan itu dalam ketentuan pidana peraturan perundang — undangan yang baru tidak
hanya menempatkan sanksi pidana saja scbagar substansinya, akan tetap juga sanksi
tindakan sesuar denpan ide dasar double track system.

Hal nyata dapat dilihat pada Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 lentang
Narkotika. Dalam ketentuan pidana, sclain ancaman pidana penjam dan denda yung
ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, terdapat pula voms rehabilitas:
yang dapat dijatubkan hakim kepada pecandu narkotika Hal im menunjukkan
kesetaraan kedudukan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Undang - Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang Narkolika tclah menganul double track system pada
ketentuan pudananya. Akan tetapr yang menjadi kekurangannya adalah terpasahnya letak
vomis Rehabilitasi pada Pasal 47 dengan Ketentuan Pidana.

Belanda menjadi negara yang menerapkan harm reduction pada permasalahan
narkotika. Harm reduction ada pada tahap kejaksaan dengan cara menawarkan kepada
tersangka pengpuna narkotika untuk dirchabilitasi. Jika pengguna menolak, maka
kcjaksaan akan mencruskan kasusnya hingga pengadilan untuk dipidana.

Rehabilitasi dan prevenst (sebagar tujuan utama dan jenis sanksi tindakan)
diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat
berintegrasi lagi dalam masyarakat ® Double track system juga menghendaki agar unsur
penderitaan dan unsur pembinaan sama —~ sama diakomodasi dalam sistem sanksi
hukum pidana.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sanksi hukum tanpa adanya suatu peraturan
perundang — undangan akan letap bisa berjalan dan dipatuhi oleh para pengikutnya?

* Yong Ohoitimur, Teors Frik femtang Hokwman Legal, PT. Grameda Pustaka Utama, Jakanz, 1997 h
41, dikutip dan M Sholehuddin, op.cir, h. 29
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Pari awal terciptanya manusia, sudah thperlukan suatu peraturan yang digunakan
sebagal panutan sckaligus batasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya. Di
Indonesia sendin, peran hukum semakin menjadi penting schagai sarana  untuk
mendukung pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Peran hukum ini dapat dilihat dan
scmakin banyak jumlah peraturan perundang undangan yang dikcluarkan, khususnya
dalam rangka upaya untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegar. Sejalan
dengan perkembangan it kegiatan perancangan peraturan perundang -~ undangan
semakin perlu mendapat perhatian pula.

Manusia diciptakan dengan perbedaan, dan dengan perbedaan tersebut serng
terjach perbedaan visi dan persepsi diantara instansi pemerintah dan Juga diantara
perancang i tingkat pusat dan dacrah yang mengeluarkan peraturan perundang —
undangan terschut

Daiam praktek penyusunan peraturan perundang — undangan saat ini digunakan
Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan Undang —
Undang. Ist dari pedoman teknik ini pada dasarnya terdiri dari tiga bagan dasar, vaitu
format redaksional, hal -~ hal tertentu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dan
bahasa perundang - undangan. Dengan  demikian, walaupun pedoman imi lebih
menitikberatkan  pada  matert  penyusunan perundang — undangan dan peraturan
pemenintah, namun pada dasamnya pedoman ini dapat pula dipunakan mutatis mutandis
dalam penyusunan peraturan perundang undangan lainnya.

Begitu pula dengan Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dirancang berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan,

Kelentuan pidana suatu peraturan perundang — undangan diatur dalam Lampiran
Undang — Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan BAB | C3 nomor 85 sampai dengan 99. Adapun
kelentuannya diatur schagai berikut:

85 Ketentuan Pidana memuat rumusan, yang menyatakan penjatuban pidana atas
pelangparan terhadap ketentuan yang bensi norma larangan atau perintah.
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Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas - umuim

ketentuan yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang — Undang Hukum

Pidana, karcna ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang

dapat dipidana menurut Peraturan Perundang — undangan lain, keceah jika oleh

Undang — Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang — Undang Hukum

Pidana)

Dalam menentukan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu

dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam

masyarakat serla unsur kesalahan pelaku

Kelentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendin, yaitu BAB KETENTUAN

PIDANA yang letaknya sesudah maten pokok yang diatur alau sebelum BAB

KETENTUAN PERALIHAN Jika Bab Ketentuan Peralihan tidak ada, letaknya

adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

Jika di dalam peraturan perundang — undangan tidak diadakan pengelompokan

bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung

scbelum pasal (-pasal) yang bensi Ketentuan Peralihan. Jika ndak ada pasal

yang berisi Kelentuan Peraliban, Ketentuan Pidana diletakkan scbelum pasal

penulup.

Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam Undang — Undang dan Peraturan Daemh.

Rumusan ketentuan pidana harus menycbutkan secara legas norma larangan

alau perintah yvang dilanggar dan menycbutkan pasal (-pasal) yang memuat

norma tersebut. Dengan demikian, perlu dilindan:

a pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang — Undangan lain.

b pengacuan kepada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, jika elemen atau
unsur — unsur dan norma yang diacu hidak sama; atau

¢ penyusunan rumusan sendin yang berbeda atau tidak terdapat di dalam
norma - norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecual untuk
Undang — Undang tndak pidana hhusus..

Jika ketentuan pidana berlaku bagr siapapun, subyck dan ketentuan pidana

dirumuskan dengan frasc setiap orang,.

Jika Ketenwan Pidana hanya berlaku bagi subyek ftertentu, subyek itu

dirumuskan secar tegas, misalnya orang asing, pegawai negen, saksi

Schubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak

pidana pelanpparan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, rumusan

ketentuan pidana harus  menyalakan secara tegas apakah perbuatan yang

diancam  dengan  pidana e dikuahifikasikan  sebagal  pelanggamn  alau

kejahatan

Rumusan Kelentuan Pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang

dyatuhkan itu bersifal kumulatf, altematf, atau kumulatif alternatif

Hindan rumusan dalam Ketentuan Pidana vang tidak menunjukkan dengan jelas

apakah unsur - unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatf

Dika suatu peraturan perundang — undangan yang memuat Ketentuan Pidana

akan diberlaku surutkan, ketentuan pudananya harus dikecualikan, mengingat
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adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum
Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Y8 Kcetentuan Pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap
hegiatan bidang ekonomi dapat ndak diatur tersendin di dalam undang — undang
yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada undang - undang vang
mengatur lentang tindak pidana ekonomi, misainya Undang — Undang nomor 7
Drt. tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Fkonom

99 Tindak pidana dapat dilakukan olch perorangan atau oleh korporasi Pidana

techadap tindak pidana yang dilakukan olch korporasi dijatubkan kepada:

4. badan hukum, perscroan, persenkatan, atau yayasan

b. mereka yang memben perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak

sebagar pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau

¢ kedua - duanya.

Tentunya pka Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika digunakan scbagai Ketentuan Pidana, maka substansi dan pencmpatannya
adalah tidak tepat Karena Pasal 47 tidak ditempatkan dalam BAB KETENTUAN
PIDANA, melamkan terpisah scbagai BAB tersendiri. Padahal isi atau substans: Pasal
47 mengacu kepada Ketentuan Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika
yang terbukti atau tidak terbukti bersalah berdasarkan perintah Hakim,

Terlepas dan tepat atau tidak tepatnya Pasal 47 Undang — Undang nomor 22
tahun 1997 tentang Narkotika scbagai salah satu ketentuan pidana, tentunya dibuat olch
perancany undang - undang dengan suatu dasar

Dasar perikiran Pasal 47 Undang Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pecandu narkotika bukanlah scorang
penjahat yang harus dipidana, melainkan seorang korban dari peredaran gelap narkotika
yang harus disembuhkan. Penggunaan kata menctapkan bagi pecandu narkotika yang
terbukti bersalah melakukan tndak pidana mengandung pengertian bahwa penctapan
hakim tersecbut merupakan suatu vonis (sanksi dalam hukum pidana) bagi pecandu
narkotika yang bersangkutan. Penctapan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan
penckanan bahwa pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak
prdana narkotika  juga wajb  menjalam pengobatan  dan/atan  perawatan. Biaya

pengobatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah sepenuhnya menjadi beban
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dan tanggung jawab negara, karcna pengobatan dan/atau perawatan tersebut merupakan
bagian dari masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi secara umuom dapat diartikan sebagai memulihkan, mengembalikan
pada kecadaan sebelumnya Bagi mereka yang tergantung pada narkotika, rehabilitasi
merupakan hal yang scharusnya dijalam untuk proses pemulihan tolal (total recovery)
dalam upaya agar tidak mengalami ketergantungan lagi. Jadi rehabilitasi isa disebut
schbagal tempat untuk mulai membebaskan din dari ketergantungan narkotika (elrug
free) sebagal modal awal untuk bisa bertahan dan bebas dan pengaruh keterkaitan pada
keberadaan narkotika scbagai zat yang mempunyai ketentuan hukum (crime free).
Untuk selanjutnya dapat hadup produkuf (productivity) dengan pola dup sehat (healthy
life) d masyarakat setelah menjalam rehabilitasi.

Menurut Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitas:
terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal | angka 15
menychutkin,

"Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan sccam terpadu

untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan narkotika.™
Sedangkan Pasal | angka 16 tentang Rchalhilimsi Sosial menyebutkan:

"Rehabilias sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk
membebaskan pecandu baik fisik, mental sosial agar bekas pecandu narkotika
dapat kembali melaksanakan fungsi somal dalam kehidupan masyarakat ™

Rehabilitasi khusus korban penyalahgunaan narkotika diawali dengan Kegiatan
terape dan rehalnhitasy medik yang bertujuan memulihkan keschatan lisik dan psikis atau
mental akibat dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Dilanjutkan dengan kegiatan
rchabilitasi sosial yang bertujuan merubah penlaku, proses berpikir, dan emosi pecandu
menjadi bebas dan Ketergantungannya pada narkotika.

Bagaimanakah schenamya pengaturan tentang rehabilitasi yang diatr dalam
Pasal 47 Undang  Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika? Bukankah
peraturan perundang  undangan diciptakan atau diformulasikan untuk diaplikasikan
scluruh sanks) yang ada dalam praktek peradilan? Suatu peraturan yang tidak pernah

diaphkasikan dalam prakick peradilan tentunya menjadi suatu aturan yvang mubazir.
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Sudah sangat jelas bahwa aturan tentang Rehabilitas) terdapat dalam BAB VI tentang
Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 44 sampai dengan 51. Adapun aturannya sebagai
benkut:

Pasal 44 ayat (1) dan ayal (2)

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat
memiliki, penyimpanan, dan/atau membawa narkotika.

Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) barus mempunya
bukti bahwa narkotika vang dimiliki, dismpan, dan/atau dibawa untuk digunakan
diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan

Pasal 46 ayal (1) dan ayat (2)

(1) Orang tua atau dar wah pecandu narkotka yang belum cukup umur wajib
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemenntah untuk
mendapatkannya pengobatan dan/atau perawatan

(2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajb melaporkan din atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemenntah
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawalan.

Pasal 47 ayal (1) dan ayat (2)
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a memutuskan  untuk  memenntahkan  yang  bersangkutan  menjalani
pengobatan  dan/atay  perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut
terbukt bersalah melakukan tindak pdana narkotika; atau

b. menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan  menjalani
pengobatan danfatau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak prdana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan danatau perawatan bagi pecandu narkotika
schagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul a, diperhitungkan sebagar
masa menjalani hukuman,

Pasal 48 ayal (1) dan ayat (2)

(1) Penpobatan  dan/atauy  perawatan  pecandu  narkotika  melalw  fasilitas
rchabilitasi

(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitast medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang
ditunjuk oleh Menter Keschatan
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(2) Atas dasar persctujuan Menten Kesehatan, lembaga rchabilitasi tertentu
yang disclenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis
pecandu narkotika

(3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses
penyembuhan pecandu narkotika dapat disclenggarakan olch masyarakal
melalu pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50
Rehabilitasi soswl bekas pecandu narkotika dilakukan pada Jembaga rchabilitasi
sosial yang ditunjuk olch Menten Saosial

Pasal 51 ayat (1) dan ayal (2)

(1) Pelaksanaan  scbagmimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan
Keputusan Menteni Keschatan.

(2) Pelaksanaan ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur
dengan Keputusan Menter Sosial,

Dan pengaturan tersebut, rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 Undang -

Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebenamya dapat dijadikan scbagai
vomis terhadap pecandu narkotika. Karena seperti dikemukakan dalam Pasal 47 avat (1)
Undang - Undang nomor 22 whun 1997 tentang Narkotika, Hakim yang memenksa
perkara  penyalahgunaan narkotika berhak untuk memerintahkan terdakwa untuk
menjalam rehabilitas: dan/atau pengobatan.

Adapun tentang perintah masuk ke panti rehabilitasi yang dapat dikategorikan
schagal vomis, diatur dalam penjelasan Pasal 47. Dalam penjelasan Pasal 47 Undang
Undang nomor 22 tahun 1997 ientang Narkotika dinyatakan, penggunaan kata
memutuskan bagt pecandu narkotika yang terbukti bermasalah melakukan tindak pidana
narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim terscbut merupakan vonis atau
hukuman bagi pecandu yang bersangkutan. Dengan kata lain, hal ini membuat aturan
dalam Pasal 47 kurang tepat I.'i:rmulasin-ya. Jika memang rehabilitasi dijadikan suatu
vams, maka scharusnya Pasal 47 dimasukkan dalam BAB KETENTUAN PIDANA
dengan pengaturan lebih lanjutnya

Dar beberapa anabisis i atas, dapatlah ditarik suatu benang memh bahwa
ketentuan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 47 undang - Undang nomor
22 wahun 1997 tentang Narkotika dapat dikategorikan schaga voms (sanksi dalam
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hukum pidana) yang bisa digunakan para hakim dalam memutuskan perkara mengenai
pecandu narkotika

Sangat disayangkan apabila dalam kenyataannya tidak ada peraturan pemerintah
(PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan vonis Rehabilitasi yang memuat
lentang lata cara pelaksanaan vomis, tempal, dan sumber daya manusia yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan vonis Rehabilitasi tersebut. Dalam Pasal 49
Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 lentang Narkolika discbutkan

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumith sakit yang
ditunjuk olch Menteri Keschatan,

(2) Atas dasar persctujuan Menteri Keschatan, lembaga rehabilitasi tertentu
yang disclenggarakan olch masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis
pecandu narkotika.

(3) Sclain pengobatan dan/atau perawatan melalul rehabilitasi medis, proses
penyembuhan pecandu narkotika dapat disclengparakan olch masyarakat
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional

Hal tersebut tentunya tidak sesuai jika discsuaikan dengan asas peradilan yang cepal,
sederhana, dan biaya ringan Karcna untuk pelaksanaan vonis Rehabilitasi harus
menunggu penunjukkan oleh Menten Keschatan yang lentunya akan memerlukan waktu
yang lama, dan tentunya biaya yang tidak sedikit schingga pelaksanaannya tidak efektif,

3.2 Analisis Tentang Pasal 47 Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika dikaitkan Dengan Kebijakan Aplikasi

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah yang bersifat multdimensi di
kalangan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kerawanan sosial yang lentunya harus
sepera diwaspadai keberadaannya,

Keberadaan narkotika di tengah masyarakat menimbulkan banyak masalah yang

bersifat multidimens:, diantaranya:”

" Edy Karsono, Mengenal Kecandwan Narkoba dan Minuman Kerns, Yrama Widya, Bandung, 2004, b
11
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1. Iimensi keschatan

T

Dimensi ckonomi
Dhimensi sosial dan pendidikan

Dimenst kultural

ol

Dimenst keamanan nasional

=4

[imenst pencgakkan hukum

Adapun penjelasan  dari masing masing dimensi  permasalahan  yang
diimbulkan dan keberadaan narkotika dapat dijabarkan scbagai berikut:
| Dimensi Keschatan

a. penyalahgunaan narkotika dapal merusak atau menghancurkan keschatan
manusia baik secara jasmani maupun mental dan cmosional;

b, penyalahgunaan narkotika dapat merusak susunan saraf pusat di otak, organ

organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru - paru, usus, dan penyakit
komplikasi lainnya;

¢. penyalahgunaan narkotika menimbulkan gangguan pada perkembangan
normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi, dan kendali diri;

d. penyalahgunaan narkotika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma
mecnurun, penurunan hormon testosteron, kerusakan kromosom, kelainan
scks, kegupuran, dan lain — lain;

c. penyalahgunaan narkotika dapal menycbarkan penyakit AIDS melalui
pemakaan bersama jarum suntik, jika yang memaka mengidap penyakit
AIDS;

. mbuan pecandu narkotika di Amerika meninggal dunia akibat overdosis.
Menurut PBB kira — kira 22 % populasi yang positif mengidap HIV di dunia
adalah pengpuna narkotika yang menggunakan jarum suntik yang tercemar;

g penggunaan narkotika khususnya oleh generasi muda dalam 2 — 3 tahun
terakhir memmbulkan masalah baru dalam bidang penyakit paru, khususnya
infeksi saluran nafas bawah:

h. pecandu narkotika dengan kematian mempunyai resiko kematian 7 (tujuh)

kali lebih tinggi dari populasi umum pada kclompok umur yang sama
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Preumoma pada pengguna narkotika sepulub kali lebih scring terjady
dibandingkan dengan /*neumonia pada populas) umum.
2 Iimensi ckonomi

a. jumlah wang yang dihabiskan untuk konsumsi narkotika secara ilegal sangat
besar,

b hasil studi di Amerika Serika: menyebutkan ada bayi yang lalir tergantung
kepada kokain yang dipakai olch ibunya pada waktu mengandung  Untuk
merawat bayi tersebut diperlukan dana sekitar US $ 125.000 (seratus dua
pulub lima ribu dolar Amerika Serikat), atau kalau dirupiahkan mencapai Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

¢ penyalahgunaan narkotika sclain  merusak  kesehatan manusia Juga
menmingkatkan biaya keschatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga,
masyarakatl dan negara;

d. masyarakal menanggung beban dan kerugian akibat menurunnya tingkat
produktivitas sumber daya manusia, biaya pengobatan medis, harta yang
dicuri atau rusak, dan kecelakaan. Laporan Departemen Tenaga Kera
Amerika Senkal memperhitungkan bahwa pengguna narkotika di tempat
kerja merugikan bisnis dan industri. Pelaku penyalahgunaan narkotika cmpal
kali lebth cenderung mengalami kecelakaan kerja.

3. Dimensi sosial dan pendidikan

a. penyalabgunaan  narkotika memperburuk  kondisi keluarga yang pada
umumnya tidak harmoms;

b. pelaku  penyalahgunaan narkotika melakukan pencunan  perampokan,
pemipuan dan menjadi bandar narkotika untuk mendapatkan uang yang
mereka gunakan untuk membeli narkotika:

¢. pecandu narkotika pada umumnya menjadi orang yang asosial, dan
memmbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan
merugikan masyarakat;

d. kerugian dibidang pendidikan dengan perseatasi cukup linggi, yaitu prestasi

sckolah merosot 96% bagi mercka yang menyalahgunakan narkotika;
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¢ pecandu narkotika sering mengajak atau mempengaruhi siswa atau teman
yang laimn untuk turul menggunakan narkotika, disamping mereka juga
dijadikan scbagai pengedar narkotika di lingkungan mercka

4 Dimensi kultural

4. penyalahgunaan  narkotika  yang  dibiarkan akan menambah Jumlah
pecandunya yang meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat;

b. penyalahgunaan yang tclah menjadi subkultur, maka akan berakar dischagian
masyarakat dan pada suatu saat orang dapat menerima bahwa pemimpininya,
walikota, bupati, polisi, hakim, jaksa, tentara, pengacara, dokter, guru adalah
scorang pecandu narkotika;

3. [himensi keamanan nasional

i perdagangan  gelap narkotika  yang menghasilkan  banyak  keuntungan
digunakan oleh pemberontak  atau anggola  perakan  separalis  untuk
membrayai tujuan politik mercka membeli persenjataan, dan amunisi;

b. hasil kejahatan narkotika di Myanmar dipergunakan  untuk membiaya
pemberontakan Shan Army dibawah pimpinan Jenderal Kun Sa:

¢ sindikat atau karatel narkotika di Amerika Serikat mampu memiliki tenta
sendiri (private army) yang dilengkapi persenjataan canggih dan mampu
mengunbangi kehualan tentara resmi dani negara negara di wilayah
tersebut,

d karatel narkotika di Kolombia berhasil membunuh Jaksa agung, puluhan
hakim dan polisi melalui tindakan teroris:

e. Akwltrvasi dan perdagangan gelap ganja melibatkan kaum pemberontakan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM),

6. Dimensi pencgakkan hukum

. usaha pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkotika ke Indonesia
sangal sulit dilakukan mengingat panjangnya paris pantai dan memiliks
ribuan pulau,

b. beberapa propinsi di Indonesia menjadi lahan kultivas: pelap ganja, dimana
pohon panja sangal mudah tumbuh di wilayah Negara Indonesia;
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¢. scjak beberapa waktu lalu, methamphetamine, Fkstasi dan jenis narkotika
lainnya sudah diproduksi di laboratorium gelap dengan tingkat kemampuan
produksi vang makin memngkal. Sangatlah sulit untuk mendeteksinya,
karena tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan canggh;

d. produksi narkotika hanya menggunakan bahan kimia (prekursor) yang sering
digunakan untuk kebutuhan sah lainnya. Hal ini sangal menyulitkan untuk
melakukan pengawasan dan pencegahan, karcna bahan - bahan kimia
tersebut beredar dan digunakan secama umum;

¢. sistem distribusi dan sindikat dan pengedar narkotika dilakukan secara
tertutup dan memiliki jaringan vang sangal luas, memakai sistem sel dan
berjempang. Sulit untuk mengetahw apalagl mencurigal orang — orang penling
dalam sindikat terscbut, mengingal sistem pembuktian yang dianut dalam
peraturan perundang — undangan yang dianut Indonesia;

. terdapat kebocoran dalam sistem distnibusi legal dan narkotika karcna
terdapat berbagai kelemahan di dalam pengendahian dan pengawasannya;

g. lerbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membual tempat
- lempat treatment dan rehabilitas: sangal terbatas.

Luasnya akibat dan penyalahgunaan narkotika membuat duma sibuk
memikirkan formulasi peraturan perundang — undangan yang sanggup mengakomodir
seluruh kebutuhan penangpulangan tindak pidana narkolika. Termasuk Indonesia yang
kondisi penyalahgunaan narkotkanya dan wakiu ke waktu makin mengkhawatirkan.

Pengpunaan obat-obatan jemis eprodd sudah lama dikenal di Indonesia, jauh
scbelum pecahnya Perang Dumia |l pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya
para pemaka candu (opiem) tersebut adalah orang — orang Cina. Pemenniah Belanda
membenkan 1zin pada tempat-tempat lertentu untuk menghisap candu dan pengadaan
(supply) sccara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang, Orang — orang Cina pada
witklu  1lu  menggunakan  candu  dengan cara  (radisional, yailu dengan jalan
menghisapnya melalui pipa panjang. Hal imi berlaku sampai tibanya Pemenntah Jepang
di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan undang — undang itu dan

melarang pemakaian candu (HBrishbane Ordinance).
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Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh dan dacrah Sumatera lainnya,
dan digunakan olch penduduk scbagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman
Erythroxylon Coca (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya
diperuntukkan bagi ckspor. Untuk menghindan pemakaian dan akibat-akibat vang tidak
dunginkan  Pemenntah  Belanda  membuat undang-undany (Verdovende Middelen
Ordonantic), yang mulai diberlakukan pada tahan 1927 (State Gazette No.278 Juncto
536), Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang
mempunyai efek scrupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-
undanpan tersebut

Setelah kemerdekaan, Pemcrintah Republik Indonesia membuat perundang-
undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribust dari obat-obat
berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance) dimana wewenang diberikan kepada Menteri
Keschatan untuk pengaturannya (State Gazette No.419, 1949)

Baru pada wakiu tahun 1970, masalah obat-obat berbahaya jenis narkotika
memjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang
mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua neger, terutama di
Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan schagian besar
korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di
Indonesia dalam waktu yang bersamaan.

Menyadan hal tersebut, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor
G tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama
BAKOLAK INPRES 6/71. BAKOLAK INPRES 6/71 adalah sebuah badan vang
mengkoordinasikan (antar departemen)  semua kegiatan  penanggulangan  terhadap
berbagat bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu @ pemalsuan vang,
penyelundupan,  bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan  subversil  dan
pengawasan terhadap orang-orang asing.

Seperti discbutkan dalam tinjauan pustaka pada BAB 11, kemajuan teknologi dan
perubahan-perubahan sosial yang cepat, menycbabkan Undang-undang Narkolika
wansan Belanda tahun 1927 sudah tidak memadai lagi, Maka Pemerintah telah
mengeluarkan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976, tentang
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Narkotika. Undang - Undang Narkotika Nomor 9 tahun 1976 antara lain mengatur
berbagan hal khusunya tentang peredaran. gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur
tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika (dalam Pasal 32) dengan menyebutkan
sccara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk Menteri
Keschatan.

Adanya kasus Zarima beberapa wakiu yang lalu mengakibatkan Undang —
Undang Narkotika direvisi dengan disahkannya Undang — Undang Anti Narkotika
nomor 22 tahun 1997, Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
mengatur kefentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian
sanksi terberat berupa hukuman mati.

Bahan-bahan narkotika (morphine, heroine) berasal dari selundupan luar negeri,
sedangkan panja berasal dan dalam negeri. Dewasa ini penyalahgunaan obat tidak
terbatas pada jenis obat-obatan narkotika dan ganja saja, melainkan juga terhadap obat —
obat jenis psikotropika dan minuman keras. Tidak jarang penyalahgunaan obat tersebut
memakai obat berganti — ganti dan kombinasi satu obat dengan lainnya (polydrugs
abuser). Pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1969, memberikan pambaran
penyalahgunaan obat di Indonesia sebagai berikut

4. periode tahun 1969 -~ 1973, fterbanyak atau hampir  seluruhnya
menyalahgunakan morpluine (golongan opiar) dan ganja (marijuana),

b. periode tahun 1973 - 1976, terbanyak morphine, panja, barbiturai (sejenis obat
tidur dan obat anti epilepsi) dan beberapa jenis obat tidur lainnya;

¢ penode tahun 1976 — 1979, terbanyak panja, barbiturat, obat tidur lain
(Ripnotika, sedativa, obal penenang), morphine berkurang;

d. periode tahun 1979 — 1985, terbanyak ganja, barbiturat, beberapa jenis
golongan obal lipnotika, sedativa, alkohol, morphine dan feroine (golongan
opuaf) mular bertambah lagi,

¢. penode tahun 1985 - 1995, terbanyak panja, burbiturat, alkohol, morphine,
herome, benzodiazepine,

I- periode tahun 1995 — sckarang, terbanyak ganja, barbituras, alkohol, putauw,

kokain, benzodiazepine, custacy.
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Makin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyalahgunaan narkotika memaksa
pemenntah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang - undangan vang lebih up 1o
date. Twuannya adalah peraturan perundang undangan yang bisa mengakomodir
scluruh substansi dan penyalahgunaan narkotika. Maka dari ity pada tangeal |
september 1997 ditetapkanlah Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkolika. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 pada awal pembentukkannva
dintlar berbeda dengan pendahulunya Undang — Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang
— undang tersebut telah membagi narkotika ke dalam tiga golongan, dan discbutkan pula
bahwa peayalahgunaan narkotika bisa menjadi kejahatan korporasi, termasuk pencucian
uang (money laundring) terhadap hasil peredaran gelap narkotika.'® Dalam undang —
undang in1, tidak hanya pecandu narkotika saja vang diancam pidana, scmua orang yang
mengetahui pecandu narkolika tersebut, tetapi tidak melaporkannya juga diancam
picdana

Upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan termasuk  dalam bidang
kebiakan  kriminal  (ersmmnal  policy). Dengan demikian, sckianya kebijakan
penanggulangan pengguna narkotika dilakukan dengan menggunakan sarana hukum
prdana (penal) Maka dan itu, kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam Undang
Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika harus Juga memperhaokan dan
mengarah pada tercapamya tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang berupa
socil welfare dan socral defense.!

Penccgahan dan penanggulangan pengguna narkotika dengan sarana hukum
pidana (penal) merupakan kebiakan bukum pidana (penal policy) atau penal law
enforcement policy yang funpgsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa
tahap benkut i

I formulas: (kebyakan legislatif);

2. aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial);

" Liddy Karsono Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, Yrama Widya, Bandung, 2004,
h 16

" Barda Nawawi, Masalah Pencgakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejakatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 74
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3. cksekusi (kebijakan cksekutif atau administrasi).

Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 adalah salah satu perundang -
undangan yang mencantumkan sanksi tindakan disamping sanksi pidana. Dari 20 (dua
puluh) perundang — undangan pidana diluar KUHP yang sempat diteliti, hanya 5 (lima)
undang - undang memuat sanksi tersebut disamping sanksi pidana. Padahal jika
konsisten dengan ide - ide dasar dowble track system, maka antara kedua jenis sanksi im
(baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan), tidak hanya berkedudukan scjajar tetapi
Juga harus dibedakan sccara tegas,

Pada kenyataannya, kebijakan hukum pidana yang lenmplementasi dalam Pasal
47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 lentang Narkotika tdak sinkron dengan
kebyjakan aplikasinya. Belum ada Putusan Hakim yang menangam kasus pecandu
narkolika  yang menjatuhkan  Pulusan  Rehabilitasi. Beberapa  alasan  belum
digunakannya Pasal 47 Undang Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,
antara lain:

I Kurang tcpatnya formulasi dalam Pasal 47 Undang -~ Undang nomor 22 tahun

1997 sehingga menpakibatkan kebingungan yang dialami oleh hakim dalam

aplikasi dan penerapan sanksinya.

Fed

Hakim yang menangani kasus atau masalah pecandu narkotika belum menggali
tebih jauh nilar — nilai baru dalam masyarakal mengenai vomis rehabilitasi.
3. Ndak  adanya  Yurisprudens: (keputusan  hakim  yang  terdahulu) yang
menggunakan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
4. Tidak siapnya pcmerintah terhadap sarana dan prasarana termasuk sumber daya
manusia untuk aplikasi dan penerapan pidana rehabilitasi pada Pasal 47 Undang
Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,

Menurut Ibu Wahyu Sctianingsih, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negen
Tangerang yang diwawancarai  melalui telepon pada tanggal 15 Okiober 2006,
mengatakan bahwa Beliau lebih scnang apabila rehabilitasi dapat dimasukkan dalam
suatu bentuk permdanaan, bukanlah pasal tersendin. Beliau Juga mengatakan haruslah
dibedakan kedudukan antara pengedar dengan pecandu narkotika. Karena selama i
Beliau menilai Undang — Undang nomor 22 1ahun 1997 temtang Narkotika masih
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menyamakan  kedudukannya. ltulah yang menyebabkan tindakan rchabihitasi tidak
pernah digunakan hakim dalam setiap putusan penyalahgunaan narkotika.

Hal it menank untuk diclusunt lebih dalam. Mengapa para Hakim tidak
memibikt keberaman  untuk  menpgunakan pidana rehabilitass untuk - memutuskan
masalah pecandu narkotika. Para hakim juga mempunyai kesan tidak ingin mengambil
restko menggunakan Pasal 47 terscbut hanya karena belum ada Yunsprudensi. Padahal
faktanya, scorang Hakun tdak boleh menolak untuk menangam suatu permasalahan
denpan alasan belum adanya peraturan perundang — undangan vang menpaturnya.
Dalam permasalaban i, jelas sckali bahwa pidana rehabilitasi telah diatur dalam
Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Jems sanksi yang dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) pada
umumnya memakal dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (sistem alternatif).
Scdangkan aturan di luar KUHP (termasuk Undang — Undang nomor 22 tahun 1997
tentang Narkotika) digunakan sckaligus sistem alternatif dan kumulatif,

Pidana tambahan dalam Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 lentang
Narkottka bersifat fakultatif, mamun pada umumnya untuk dapat dijatuhkan harus
tercantum  dalam perumusan delik. Mcelihat pola pemidanaan terscbut, maka dapat
dikatakan jems sanksi tindakan dalam Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 hanya
dianggap schagm sanksi yang bersifat komplemen atau pelengkap. Jadi, ak ubshnya
samma dengan Tungsi jems sanks) prdana tambahan yang bersifat fakultauf. Hal im dapat
terhhat pada Pasal 47 ayat (1) Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang
MNarkotika menyebutkan:

(1) Hakim yang memenksa perkara pecandu narkotika dapat:

a  memutuskan  unluk  memenntahkan  yang  bersangkutan  menjalam
pengobatan dan/atau  perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut
terbukty bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b, menclapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkulan - menjalami
pengobatan danfatau perawalan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak
terbukt bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Kata dupat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa legislator memberikan

kebebasan yang sangal luas kepada hakim untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau
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tidak terhadap terdakwa pecandu narkotika. Kebebasan yang sangal luas ini bila dilihat
dari sudut pendckatan keadilan atau model just desert (justifikasi modern untuk
pemidanaan yang ditujukan pada dua tujuan peoudanaan, yailu prevention dan
retribution) akan mengakibatkan pelaku kejahatan tidak memperoleh sanksi yang patut
dan tepat. Meskipun kebebasan hakim tersebut tidak dapat dihilangkan, tapi kebebasan
vang diyjalankan oleh para hakim harus dibatasi karena pembatasan itlu merupakan
asumsi utama yang diajukan oleh justice model.
Menurut Charles P. Mc. Dowell (sebagaimana dikutip dari buku Sistem Sanksi
Dalam Hukum Pidana karya Sholchuddin), justice model berisi sejumlah asumsi utama,
termasuk berikut ini;'?
I, Agar keadilan bisa ditegakkan, semua sanksi pidana harus “pasti” atau “tepat™.
2 Prinsip just desert dan bukan prinsip perlakuan berdasarkan individu harus
mengatur sanksi yang diterima oleh pelanggar,
3 Sanksi pidana harus ditetapkan oleh badan legislatif dan sempit dalam batas —
batas.
4. Dibandingkan dengan prakick pemidanaan sckarang, lamanya masa penjara
harus dikurangi.
5. Kebebasan yang dijalani oleh para hakim harus dibatasi.
6. Pembebasan bersyarat harus dibapuskan.
7. Program rehabilitasi sukarela harus didukung dan dikembangkan.
&  Scluruh napi harus berada dalam lingkungan yang manusiawi dan adil.
Rehabilitasi dalam Undang — Undang nomor 22 Tahun 1997 diangeap scbagai
suatu terobosan baru dalam peraturan perundang — undangan. Akan tetapi hal tersebut
hidak cukup membert harapan sebapai tonpgak pencerahan bapi kebijakan penal
Kedepan. Pertimbangan jems sanksi tersebut tidaklah jelas. Kaitannya dengan tujuan
pengenaan, dan jenis delik maupun waktu pengenaannya. Legislator dinilai Kurang
memahanu hakikal, fungsi, tujuan, dan jenis sanksi dalam menetapkan jenis sanksi yang

terdapat dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

" M. Sholchuddin, Sistenr Sanksi Dalam Hikum | “icderrra, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003 b 191
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Dapat ditegaskan pula bahwa penctapan jenis sanksi pidana dalam hukum positif
di Indonesia lebih mendominasi jika dibandingkan dengan jenis sanksi tindakan. Hal imi
dibuktikan dan sckian banyak Putusan Pengadilan Negen yang menangam kasus
penyalahgunaan narkotika (pecandu narkotika), beluin ada yang menerapkan pasal
tersebut schapal bagian dar pemidanaan. Fakla menunjukkan bahwa dan 1550 kasus
pecandu narkotika yang masuk dengan jumlah putusan mencapai setengahnya (atau 775
putusan), tidak ada putusan yang memenntahkan terdakwa pecandu untuk
melaksanakan rehabilitasi.

Kebyakan dalam menctapkan sanksi pidana pada hakikatnva juga merupakan
kebyjakan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada dasarnya
pedoman pemidanaan yang digunakan dalam sistem sanksi peraturan perundang —
undangan terbagi menjadi tiga jenis, antara lain:"

. Menctapkan jenis pidana (Strafsoort)
Apabtla perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik, maka
scolah - olah sccara otomats telah tersedia jenis pidana yang pasti.

2. Ukuran pemidanaan (Strafmat)

Hubungannya dengan kebebasan hakim untuk memilih lamanya pidana antara

mimimal umum dan maksimal khusus.

3. Pelaksanaan penmdanaan atau pembinaannya (Strafmodus).

Berdasarkan ketiga pedoman pemidanaan i atas, maka jika kita telaah sccara
mendalam tentang Rehabilitasi dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997
tentang  Narkotika, maka kebyjakan Rehabilitasi didasarkan pada  Pelaksanaan
pemidanaan  atau  pembinaannya  (Strafmodus). Akan tetapi  dalam aplikasi dan
ckschusinya, Pasal 47 terlibat jelas Hakim vang menangani permasalahan pecandu
narkotika mempunyai kebebasan untuk memilih jenis dan lamanya pidana antara

minimal umum dan maksimal khusus (Strafmat).

" Barda Nawawi, Kebijakan Legistatif Detam Pemanggidangan Kejaheatan Dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit UNIIP, Semarang, 1994 h. 165, 166, 188
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Melihat ide dasar yang melandasi Pasal 47, maka jelas tidak sesuai dengan ide
dasar yang ingin dikembangkan di Indoncsia dengan sistem pemidanaan double track
spstem

Satu permasalahan lain ketika kita melihat substansi dalam undang — undang
narkotika terbaru, yaitu Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika, undang — undang terscbut tidak menempatkan pemakai napza
(narkotika, psikotropika, dan zat adikiif laimnya) scbagai korban, schingga scgala upaya
untuk mengurangi dampak buruk dari pemakaian napza agak sulit dilakukan. Selama ini
pemakai narkotika juga ikut ditangkap aparat keamanan. Menurut lmam Soepardi:'*

“Padahal, scharusnya vang ditangkap itu adalah pengedar. Pemakai itu hanya

korban. Olch karena iy, perlu dilakukan amandemen terhadap kedua UU

tersebut, agar upaya pengurangan dampak buruk bisa kita lakukan segera,”.

Hal 1ni juga berdampak pada cksekusi Pasal 47 Undang — Undang nomor 22
tahun 1997 lentang Narkotika. Beberapa pihak menyatakan kesulitan utama dalam
pelaksanaan cksckusi Rehabilitasi dalam Pasal 47 undang — undang tersebut adalah
dana dan sumber daya manusia (SDM).

Indonesia dimlai kurang serius dalam hal penanggulangan penyalahgunaan
narkotika. Terutama dalam hal pengguna pecandu narkotika. Walau jika dibandingkan
dengan peraturan perundang — undangan sebelumnya, Undang — Undang nomor 22
tahun 1997 lebih lengkap substansinya.

Scbagai bahan perbandingan, Pemerintah Amerika Serikal pada tahun 1999
mengangparkan dana scbesar US $17.000.000. 000 (tujuh belas milyar dolar Amerika
sSerikat) yang sctara dengan Rp 153.000.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga trilyun
rupiah) untuk perang melawan narkotika. Angka ini jauh lebih banyak daripada dana di
tahun 1988 yang hanya US $5.000.000,000 (lima milyar dolar Amerika Serikat) yang
senilal dengan Rp 45.000.000.000.000.000,00 (cmpat puluh lima trilyun rupiah). Dana
terscbut tidak hanya digunakan untuk membongkar perdagangan gelap narkotika, akan

tetapl membangun pusal - pusat rehabilitasi baru bagi pecandu narkotika.

" 1 KOMPAS, Sciasa, 7 Agustus 2001, Perlu Lakukan Amandemen UU Narkotika dan Psikotropika
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Penanggulangan narkouka di Indonesia masith menggunakan metode suply
reduction. Sedangkan di negara lain sepzrti Thailand, Belanda serta Amenka telah
menggunakan metode harm reduction. Thailan menerapkan metode harm reduction
pada tahap penychdikan di tingkat kepolisian. Tersangka pengguna narkotika akan
ditawarkan untuk masuk ke panti rchabilitasi. Jika menolak maka proses hukum
terhadapnya akan tetap dijalankan. Belanda menerapkan metode harm reduction pada
lahap kejaksaan. Jadi permasalahan yang ringan (dalam hal ini pengguna narkotika)
akan lehih cepat selesar pika dilakukan di luar tembok (penjara).

Amerika scbagaimana negara lain seperti Thailand dan Australia memang lebih
memikirkan jalan lain scbagai usaha pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Mcreka
lebth memilih jalan pengurangan dampak buruk atau harm reduction daripada perang
melawan narkotika. Hasil nyata dan perang melawan narkotika di Thailand ternyata
bukan meredam  perdagangan narkotika ilegal, tetapi justru membuatnva makin
berbahaya. Kebanyakan pengguna narkotika yang diwawancarai Human Rights Waich
melaporkan bahwa mercka tetap menggunakan heroin atau metamphetamine selama
perang itu, meski harganya lebih mahal dan jarang beredar. Caranya yaitu dengan lcbih
memikirkan nasib pecandu narkotika dibanding dengan pengedar narkotika.

Berdasarkan Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,
kedudukan pengedar dan pecandu narkotika disamakan, yaitu sama — sama sebagai
penjahat. Perbedaannya terdapat pada ancaman pidana bagi pecandu narkotika vang
lebih nngan.

Menarik untuk dibahas, sejauh mana pelaksanaan supply reduction di Indonesia
dapat dilaksanakan. Titik lemah utama dalam hal ini justru berasal dari kalangan aparat
penegak hukum sendin. Apakah itu polisi, jaksa, atau hakim. Kalaupun ada polisi,
hakim, atau jaksa yang serius dalam kasus narkoba, scbut saja IHakim Roki Pamjaitan
yang sclalu memvonis mati pengedar, biasanya jika ia schagai hakim ketua 1tu masih
terbatas pada pribadi - pnbadi scmata.

Scorang  purnawirawan jenderal polisi yang kimi menjadi aktivis sebuah
organisast anti narkotika pernah memaparkan scbuah centa tentang bagaimana polisi

bekerja dalam kasus narkotika. Menurul pumawirawan itu, jika sualu saal yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

tertangkap adalah pengedar ckstasi, polisi biasanya menawarkan pilihan. Pilihan
tersebut adalah menawarkan kepada pengedar apakah dia lebih menulih untuk
dikenakan pasal pengedar atau pecandu, yang sudah jelas ancaman pidananya lcbih
ringan. Caranya adalah ketika diperiksa, pengedar tersebut disuruh untuk menelan atau
memakai barang buku, schingga ketika dilakukan tes, dia akan terbukti scbaga
pengpuna, Kisah itu setidaknya bisa mewakili potret penegakan hukum kasus narkoba
di Tanah Air, bahwa manipulasi terhadap hukum dan perilaku korup aparal masih
banyak tegjadi. Taruhannya adalah peredaran narkoba terus meluas dari waktu ke wakiw

Dari analisis di atas, dapat dimengerti jika peredaran narkoba tidak cukup hanya
diatasi denpan pencgakan hukum, sebagai bagian dari supply reduction. Penegakan
hukum perlu, namun bukan scgala-galanya. Masih ada langkah lain yang juga harus
dilakukan, yakni pengurangan dampak buruk (frarm reduction).

Schagal dasar pemidanaan bagl pecandu narkotika dalam Undang - Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, salah satunya terdapal dalam Pasal 85:

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum:

a. menggunakan narkotika Golongan | bagi dini sendiri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empal) tahun;

b. menggunakan narkotika Golongan 11 bagi diri sendin, dipidana dengan
pidana pemjara paling lama 2 (dua) tahun;

¢. menggunakan narkotika Golongan 111 bagi din sendin, dipidana dengan
pidana penjara paling lama | (satu) tahun.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus narkotika yang berada di
Cipinang sering kali memjadi momok tersendiri bagi permasalahan narkouka. Kepala
Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisans Jenderal Togar M
Sianipar mengatakan:'”

“Pecundu narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan langsung ditempatkan
di s tanpu adunya  penanganan awal  seperti  rehabiluasi  misalnya.
Membiarkan si pengpuna di dalam sel, sama suja membiarkan ia (erjerat
masalal lehil besar, misalnya (erjangkic HIV. Pasalnya, di dolam sel pun
seorang tahanan hisa menyuntik narkoba menggunakan jarum yang pasti tidak
steril.”

" KOMPAYS, 29 Novembir 2003, Tidak Mudak Menerapkan “Harm Reduction” di Indonesia
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Pecandu narkotika vang sudah akut tidak akan mungkin begitu saja sembuh
apabila lama tidak mendapatkan asupan narkotika. Mcreka akan terus berusaha untuk
memenuhi rasa ketagihan (disebul juga dengan sakaw) dengan berbagai cara. Termasuk
pula di dalam |.embaga Pemasyarakatan (LP). Hal ini menimbulkan suatu palemik lag
ketika peredaran narkotika secara ilegal terjadi di tempat yang seharusnya menjadi
tempal yang bersth dan narkotika, Tidak dipungkin peredaran gelap narkotika dengan
bantuan sipir Lembaga Pemasyarakatan sudah terjadi.

Dan uraian di atas, kecenderungan penerapan sanksi tindakan schagai sanksi
yang bersifat komplemen dalam perundang undangan (dalam hal ini dalam Undang -
Undang nomor 22 tahun 1997), merupakan pengmgkaran terhadap double track system,
karcna makna terdalam dan konsep tersebut adalah adanya kesctaraan dalam penctapan,
penjabiaran dan penerapan sanksi pada scmua tahap yang terkait dengan  sistem
peradilan pidana. Oleh scbab ity untuk kepentingan kebijakan legislasi kedepan bagi
penanppulangan tindak pidana narkotika, doubie 1rack System scharusnya tepat dan
patut dipertahankan. Caranya adalah dengan meletakkan rchabilitas) scbagai suatu
bentuk pemidanaan dan dilctakkan dalam Ketentuan Pidana bersama dengan sanksi
pidana lamnya Tidak lag scbagai sanksi yang bersifat komplemen,

Onentasi lama dalam peraturan perundang - undangan Indoncsia vang masih
menganul simple track system (elah memimbulkan berbagai komplikasi menyangkut
sistem sanksi dalam peraturan perundang  undangan. Selain terjadi tumpang tindih
dalam pengelompokkan jenis sanksi, juga terjadi penggunaan istilah berbeda mengenal
ttel  tentang  sankst  dalam tap  umdang - undang.  Bahkan kecenderungan
memprioritaskan sanksi tertentu (sanksi pidana) schagai sanksi primadona '®

Dalam Tingkup kebijakan kriminal, khususnya kebijakan sanksi, kemncuan
pengaturan sistem sanksi dalam perundang - undangan pidana sedikit banvak terkait
dengan dua faktor, yaity,

I Ketiadaan knitenia dalam membedakan jenis sanksi dalam hukum midana; dan

2. udak konsistennya pencrapan jenis dan bentuk sanksi.

"M Sholehuddin, oy cif, h 198
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Olch karena itu sangat mendesak untuk menctapkan pola pemidanaan sebagai
acuan penyusunan sistem sanksi dalam rangka mengatasi kerancuan penetapan sanksi
dalam perundang — undangan -

Sccara teknis yuridis, ruang lingkup pola pemidanaan meliputi pengaturan
masalah yang berkorelasi dengan jenis sanksi, berat ningannya sanksi dan perumusan
sanksi yany scharusnya sudah ada terlebih dahulu scbelum peraturan perundang —
undangan pidana (khususnya KUHP) dibual, bukan malah memutarbalikkan ataupun
merancukan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendin schagai suatu
wujud dan pola pemidanaan sebagaimana praktck pengambilan kebijakan selama ini.

Ketiadaan dan ketidak jelasan pola pemidanaan yang digunakan scbagai
pegangan (khususnya dalam Undang Undang nomor 22 (ahun [997 tentang
Narkotika), dapal menyebabkan kerancuan atau ketidaksesuaian (inconsistency). Selain
itu dapat menpakibatkan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan (incosistency of
sentencing). Karcnanya, dapat diusulkan bagi  kebijakan hukum pidana bagi
penanggulangan narkotika di masa yang akan datang hal — hal sebagai berikut:

I. Sesuar dengan makna konsep double track system, maka dalam Undang —
Undang nomor 22 tahun 1997 hendaknya dimuat sanksi tindakan sejajar
kedudukannya dengan sanksi pidana. Dalam hal ini dapat berupa pidana atau

vonis rchabilitasi bagi pecandu narkotika.

-

Penentuan jems sanksi rehabilitasi harus berkorelasi dengan perbuatan yang
diancam dan kepentingan hukum vang dilindungi.

3. Penetapan bentuk sanksi (penjara, denda, rehabilitasi) dalam Undang — Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika harus memperhatikan karakteristik
pelaku (individu atau korporasi) sehingga efektif mencapai tujuan pemidanaan.

4. Mengenai pembagian jemis dan bentuk sanksi hendaknya ditcgaskan secara
cksplisit pada titel tentang sanksi.

Kesan yang muncul sclama ini terhadap sanksi atau vonis Rehabilitasi Pasal 47
Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika adalah keterabaian jenis
sanksi terscbut bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana seperti pidana penjara dan
pidana denda serta ketidakteraturan dalam penctapannya. Paling tidak, ada beberapa hal

S
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vang dapat membuktikan bahwa sanksi atau vonis rehabilitasi tidak sistematis dalam
Undang - Undang nomor 22 tahun 1997, antara lain:

a. peletakan yang tumpang tindih dengan sanksi pidana;

b. hidak konsisten penctapannya dalam undang - undang tersebut:

C. penempatan yang tidak proporsional dengan delik yang dilarang.

sudah seharusnya sanksi atau vomis rehabilitasi ditetapkan schagai sanksi yang
mandini. Sankst mandin ini dapat diartikan diterapkan sendiri lanpa disubordinasikan
alau diganti alihkan olch jenis sanksi pidana, baik itu pidana pokok atau tambahan. Jadi
kedudukannya tidak lag schagai komplementer atau pelengkap saja.

Substansi yang terdapat dalam Undang — Undang nomor 22 1ahun 1997 tentang
Narkotika sudah bagus. Yang perlu dipikirkan para penegak hukum saat ini adalah
memikirkan kemungkinan rehabilitasi menjadi suatu bentuk permdanaan bagi pecandu
narkotika. Tentu saja disertai scgala pendukungnya, sepertt Kesiapan sumber daya
manusia, lempat atau panti — panti rchabilitasi baik yang dikclola oleh pemenmtah
maupun bekenasama dengan pihak swasta lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya.
Sctclah hal terscbut begalan, mungkin akan dapat memikirkan kelanjutannya, bisa
dengan menggratiskan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika memang sulit untuk dihapus. Akan letapr jika
peraturan perundang - undangan Indonesia menganut sistem vang dianut negama lain
seperti Thailand dan Australia, paling tidak kita bisa mengurang! dalam scgi kuantitas.
Yang pertama adalah upaya pencegahan, kemudian proses tcrapi dan rchabilitas), dan
yang terakhir adalah proses pencgakkan hukum. Indonesia sudah memiliki itu semua,
hanya pclaksanaannya yang masih belum berjalan, Hal tersebut dischbabkan karena
sanksi atau vonis rehabilitasi diletakkan secara terpisah dan ketentuan pidana Tentunya
aturan  pcmidanaan  yang memuat rehabilitasi bagi  pecandu narkotika  akan
memanusiakan pecandu narkotika yang sclama ini dianggap schagai penjahat di dalam
Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Formulasinya tentu bisa mengikuti dari peraturan yang sudah ada. Hanva dalam
ketentuan pidana yang dalam Undang - Undang nomor 22 tahun 1997 diatur dalam
BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 78 sampai dengan 100 dapat ditambahkan
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substansi tentang pidana atau vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pelaksanaannya
dapal merujuk pada pelaksanaan harm reduction negara Thailand yang memberikan
pilihan kepada pecandu narkotika yang tertangkap untuk memilih apakah masuk
rchabilitast secara sukarela atau tetap diproses secara hukum.

Membicarakan (entang substansi baru dalam Undang — Undang nomor 22 Tahun
1997 1mi, maka kita membicarakan tentang sanksi rehabilitasi. Permasalahan utama
adalah dalam hal aplhikasi dan cksckusi dan vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika
tersebut. Masalah  dana untuk mendinkan pusat — pusat rchabilitasi dan menjalankan
rchabilitasi bagi pecandu narkotika juga menjadi permasalahan klasik. Akan tetapi
semua iy dapat diatasi dengan menyatukan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau
Rumah Sakil scbagai salah satu tlempat merehabilitasi pecandu narkotika. Kepala Bala
Kasth Sayang Pamardi Siwi, Komisaris Besar Budyo Prasetyo SpRM menyalakan, ide
voms rchabilitasi ini scjalan dengan dibangunnya 14 lembaga pemasyarakatan (LP)
khusus narkoba di sclurul lndonesia. Beliau mengatakan: "

"LP khusus narkoba itu kan bukan hanya lempal pemenjaraan, letapi juga
tempal merchabilitas) karcna ada program-program yang dimaksudkan untuk
mengatasi keterpantungan terhadap narkoba,”

Maka dari itu tidaklah tepat apabila terdapat kekhawatiran tentang dana dan
ketersediaan sumber daya manusia apabila sanksi atau vonis rchabilitasi dijalankan.
Karena scluruh kebutuhan tersebul perlahan — laban sudah mulai terpenuhi dengan
sudah berdirinya pusat — pusat rehabilitas: baik milik negara dan swasta di berbagai
dacrah, serta pusat rehabilitasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Narkotuka di Cipinang  lal tersebut dilakukan demi perlindungan semua pihak
(tcrmasuk  pecandu narkotika yang sclama ini dianggap scbagai penjahat) demi
lercapainya tujuan akhir dan kebijakan knminal.

Pedoman pemidanaan yang digunakan dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor
22 Tahun 1997 yang menggunakan pelaksanaan pemidanaan (Strafmodus) dirasa sudah

tepat. Tidak perlu adanya perubahan pedoman pemidanaan. Hal vang perlu dilakukan

" KOMPAS, Jumat, 20 Agustus 2004, Vonis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba
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adalah membenkan pengertian kepada penegak hukum tentang aplikasi dan eksekusi
yang harus dilakukan terhadap Pasal 47 tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari bahasan teknik perundang - undangan, jika
Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika digunakan schagai
Ketentuan Pidana, maka substansi dan penempatannya adalah tidak tepat. Karena Pasal
47 ndak ditempatkan dalam BAB KETENTUAN PIDANA, melainkan terpisah schagai
BAR tersendirt. Padahal is1 atau substansi Pasal 47 mengacu kepada Kelentuan Pidana
yang dapat dyatuhkan kepada pecandu narkotika vang terbukti atau tidak terbukti
bersalah berdasarkan penntah Hakim.

Substansi dalam Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
sudah tepat dan dianggap mampu memenuhi semua kebutuhan, akan tetapi salah dalam
kebyakan formulasi dan  sanksi. Pecandu narkotika tidak akan bisa berhenti
menggunakan  narkotika apabila udak ada suatu usaha dan pemerintah  untuk

menyembuhkan mercka. Karena pecandu narkotika bukanlah penjahat, mereka lebih

tepat disebut sebagai korban dan peredaran gelap narkotika.
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan permasalahan yang telah dikupas dalam pembahasan pada skripsi

1, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

I

rJ

Tindakan rchabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang - Undang
nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika merupakan sanksi (dalam sistem
hukum pidana), akan letapi bukan merupakan sanksi pidana melamkan sanksi
tindakan dalam ide dasar double track system Penggunaan kata “menetapkan”
bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut merupakan suatu
voms  (sankst  dalam  hukum pidana) bagi pecandu narkotika vang
bersangkutan.

Pelaksanaan vonis rehabilitasi Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun
1997 tentang Narkotika belum sinkron dengan kebijakan aplikasinya. Hal ini
dibuktikan dengan belum adanya Putusan dari Hakim yang menangam kasus
penyalahgunaan parkotika yang menggunakan vonis rchabilitasi  yang
tenmplementasi dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997
tentang Narkolika schagar dasar dan putusan. Permasalahan wama yang
mendasari ketidaksinkronan ini ada pada tahap aplikasi dan cksckusi dari
sanksi rehabilitasi schagai sanksi tindakan dalam Pasal 47 Undang — Undang
nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terjadi saling tumpang tindih dengan
sankst pidana yang berupa pidana pemara dan pidana denda. Kebijakan
formulast pidana rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 47 Undang — Undang
nomor 22 tahun 1997 entang Narkotika adalah keliru dan tidak
diperhitungkan sccara matang kesinambungan dan pelaksanaannya.
Pemenintah tidak merumuskan dengan benar ketentuan pidana dalam Pasal 47
dan tidak siap dengan segala fasilitas pendukung yang didalamnya juga harus
terdapat sumber daya manusia (SDM) yang siap dengan pelaksanaannya.

37
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4.2 Saran

Dari bahasan tentang perlunya rehabilitasi sebagal sistem pemidanaan bagi
pecandu narkotika, dan demi terciptanya penepakkan sckaligus perlindungan hukum
bagi mercka, beberapa saran dibawah ini kiranya dapat menunjang terciptanya peraturan
perundang — undangan tentang narkotika yang bisa mengakomodir semua kebutuhan
dimasa yang akan datang. Saran — saran tersebut antara lain:

|, Agar pemerintah terlebih dahulu memperbaiki mental aparat penegak hukum
yang dalam prakicknya masith melakukan korupsi dan penyalahgunaan
wewenang. Schingpa kekurangan dalam  peraturan perundang — undangan
(khususnya Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika) dapat
ditutupr oleh aparat yang tegas dan anti suap,

2 Negara harus memberi jaminan kepada pecandu narkotika agar mendapatkan
fasihitas rehabilitasi. Negara juga harus memberi Jaminan kepada pecandu
narkotika bahwa sanksi akan ditegakkan bagi mereka yang merusak pencgakkan
hukum tersebut

. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika, udak lag
menggunakan pidana penjara dan denda sebagai ancaman pidananya, melaimkan
mengedepankan penawaran rehabilitasi sebagai usaha menyembuhkan para
pecandu, karena pada dasarnya mercka bukanlah penjahat seperti pengedar
narkotika, melainkan sebagai korban peredaran gelap narkotika

4 Pemenntah agar mulai mengalokasikan dana untuk pendinian panti — pant
rehabilitast dan turat memikirkan sumber  daya manusianya. Karena pada
Kenyataannya, apabila dibandingkan, rehabilitasi akan lebih murah dan efekuf
dibandingkan pidana penjara,

3. Peraturan hukum yang dibuat hendaknya mengakomodir semua unsur mengenai
defimisi penyalahgunaan narkotika itu sendiri, terutama Jika mclibatkan pelaku
dengan modus yang sangat rapi dan melintasi batas wilayah negara
(transnasional), schingga perl uriya hubungan bilateral antara Indonesia dengan
negara - negara yang dianggap potensial scbagai negara lujuan atau malah
penginm.
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Agar pemerintah Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan negama lain
untuk menanggulang: sindikat peredaran gelap dan pecandu narkotika
Apar pemennlah segera mengeluarkan Peraluran Pemerintah (PP) yang

mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan vonis Rehabilitasi vang terdapat

dalam Pasal 47 Undang — Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
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PUTUSAN
Nomor : 476/P1D. B/ 2006/PN. Tng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”Y

--—-Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana”
dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan schapgii

berikul dalam perkara Terdakowa ;=seee- -

Nama Lengkap : KARNATA SUHARTA Als. ATA Bin ZAINI

Tempat Lahi : Tangerang

Vimur / tanggal lahir 122 Tahun/ 22 Desember 1983

Jenis Kel:rmin : Laki-laki

Kehanpsaan » : Indonesia

Tempat tnggal : Jin. Pembangunan 111 Re2S Kel, Kamang Anyar,
Kee. Neplasari Tangerang.

Agarma tlslam

Pekerjaan : Tidak Dekerj:

| exdakwa ditahan sejak tanggal @ 10 Januari 2006

——-PENGADILAN NEGERI TERSEBLT ; ; e e
--——Setelah membaca Berita Acara dan surat - sural perkara | .
ss=-==Setelah mendengar dakwaan Peauntat Uniim j-essememmemsmmsminrr—eeee
--—-—Selelah mendengar keterangan saksi — saksl dan Terdakwa | —=mem——- —es

----—-Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokeknya
berpendapal  bahwa kesalahan Terdakwa alas perbuatan vang  didakwakan
padanya itu terbukti sceara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan
sehagaimana dintur dan diancam pidana dalam pasal : 75 ayat (1) hurufl a Undang
Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 - —mmmeme-
dan untuk kesalahannya agar Terdakwa @ RARNATA SUHARTA Als. ATA Hin

ZAINI dijatuhi hukuman penjara selama @ 1 (satu) tahun 2 {tiga) bulan ;- -

dikurangi selama dalam tahanan ; ————- iran

----- Menetapkan barang bukti berupa : =e-se-moeo—- - b
— 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Ne.Fol P 3286 TH e e
— 1 (satu) linting daun ganja kering dalam bungkus rokok sampurna | — -
~ 3 (amplop) daun ganja kering scherat 2,1 pram { —————sseimmmmmnies
~ uang tunai schesar RpA40.000,- = seemmemmmeeee o - -

diperpunakan dalam perkara DENIT IRAWAN |
------ Seteluh mendengar Pembelaan / Penmichonan dan terdakwa tersebul j—--e—
we--Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa

Penuntul Umum teiah melanggar @ 78 ayat (11 huruf o Undang Undang Republix
Indonesia No.22 Tahun | 997 j—— e -

<-ee-Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi — saksj dibawat sumpih
iasing — masing bermami § -—s-emmsse—seemm s cemmsmmmmee e esaarenes
SUMIANTO

HASPUDIN

dan juga telah didengar keterangan Terdakwa, dan uatek mempersingkat Putusen
mi maka segala sesuatu yvang tercantum dalam Denta Acara persidonpgan turl
dinertimbanckan dalam putusan ini | --mmm-msemmsmmm e e —
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———-Menimbang, balwa sclain dari keterangan saksl - saks ditovsals sumpaly dan
Terdakwa tersebut diatas dihadapan sidang telah disjulinn barang — hareng bakti

berupa ;- coeee

| (satu) unil sepeda motor Honda Grand No l'ol [} 3386 TN (-
| (satu) linting daun panja kering dalam bungkus rokok sampumia ; -------
3 (amplop) daun ganja kering seberat 2,1 prum ;
- wang tunal schesat Rp 40000 | re—emim—rre— e

------ Menimbang, bahwa berdasarkan  bukl bukt: lersebut  diatas yang
diliubungkan dengan keterangan saksi — saksi dibuwah swrpah dan keterangan
l'erdakwa dipersidangan, maka terdapat fakia — fakia sebagaimana yang tzlah
didakwakan olch Jaksa Penuntut Umum tersebut ; : e -

weeemaMeniibang, bahwa karena dakwaun terhadap Terdakwa telah terbuicti secara
sah dun meyakinkan, maka oleh karenanys Terdakwa harus dijaluhi hukumaa
yang sesuai dengan kesalahannya { - -

wee--Menimbang, bahwa hukuman yang dijatubkan aken dikurangkan dengar
masa selama Terdakwa tetap herada dalam tabanan §----

—a---Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahaif inaka cukup beralasan untuk
menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--—--——-———-—————

------ Menimbang, bahwa pada akhimya schelur dijatuhi hukuman perlu terlehih
dahulu dipertimbangkan hal —hal yang meringankan dan hal - hal yeng

TETTHEEALKIY | mmmmsmmm m e o e e e oo ekl e s
Hal = hal vang meringankan ialah @ -————ssssmmem e e oo o enanen
- Terdakwa menyesali perbuatannya | - e eaimraremommesana s
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya
persidangan ; — e
1lal — hal yang memberatkan ialah : --——----—reemeeee
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yung
sedang giat — giatnya memberantas Markoika : mei
------ ienimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula
Terdakwa dihukum membayar biaya perkara —---- B e PR

—————— Menpingat pasal — pasal dari Undang -- Undang yang bersanpkulian j----e—e-

MENGADILI
—  Menyatakan terdakwa KARNATA SUHARTA Als, ATA Bin ZAINI terbilkti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana @ "Tanps hak
dan melawan hulouom memiliki Narkotika Golengan [%) ccommer e camamens
= ML‘IIH]'II.IL.'IIT'I‘.I terdakwa olel karenn ilu d'_‘.l'iﬁ:'lﬂ ]Tli-dq'lﬂ.ﬂ L'".'-F'-jﬂ'l'ﬂ selama
1 {satu) tahun Jan denda Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 3

(tiga) bulan kurungan ;,--==-=—-——-s=msssmmsrm—ce ———essesomme—rrannes—tas
Menetapkan masa  penahanan  yang telah  dijaluni terdakwa dikurang
seluruhnya dari pidana yang dijatubkan | -s---—-meeeeees e =
Menetapkan terdakwa tetap ditahan @ —-- s o

—  Menetapkan barang bukti berupa :
— | {satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol B 3386 TN j——eeeeee =
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I {amplop) daun ganja kering ; —-— seee: - sranan
uang tunai schesar RpA0.000.- | e
dipergunakan dolam perkam Doni Irawan e e -
Membebankan ferdabwa untuk membeyas biaya perkar selesar Rn. 1007 -
[Seribu rupinh), | ~scmee e e -

------ Demikianlah diputus dalam rapat Permnsyawaratan Majelis Hakim padda dovel
Kamis tanpgal - 1 Juni 2006 olzh kami - MASRUDIN CHANIAGO,8H sehagai
Hakim Kelua Majelis, MATAUSEIA ERNA M, SH dan BARMENT BINLIRAT
SH masing — masing sebagai Hakim Anggols, Pitusan mans dscapkan padn 50
1u juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibadie
masing - masing llakim Anggota, dibantu olch Paniters Penzganii, A L W
dihadici TONNY R MATANSH schagai Juisa Peauntut Umum dan Terdakwit .

HAKIM — HAKIM ANGGOTA HAKIMKETUA MATELIS
I MATAUSIIA BRNA M, SH MASRUDIN CHANJAGO.SIH
‘ FANITERA PENGGANTI

2. BARMEN HIﬂl{HhT.HII AL W1
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' P 02 UGB 4 X
HOMOR + 533/PID.B/200 /vy.Tac

" DEMI E¥ADILAN RFRDASARY AR KETUHANAN ¥ANG MAHZ Egy o

T===Pengadilan Megeri Tangerang yang memeriicsg dan mer ;s
a4li perkara-pexkara pidana déqgan acara biaga Pada Terudi
lan Tingicat Fertana, telah aenjatubkan mitugan sebagai o
berfkut dalam perkara TerARKkWE, e

Hama lausi{;_p ¢ WILLY R12i6 JUZALI EIn RCJALT 3 s

Tempat labfe Tangapang . T Sl et i e s st e A

Usur/tgl.lahfr ; 17 talun/15 Apria 1988 § —eme

Jenls kelamin s

Kebargssar, #odudone My § seeenieen

Tempat tinggal ; Jl.H.Sikem 1%.03/13 Xel.Kuneirg: -
. Indahl, Kec. fuang, Kota Tange rdne,

Laki-lak! e e e S

AEgamag B I A TER  ~cmmas i S D S
Pekerjaan f Tddal BRlkehin § cccaaiaann -t

(=). :nrdakwa ditahan sejak tangga) 13-03-2006 sampal s3aat

1n|_‘L|_ ;-—qt---—.u---—-——-—-.—l-——a— - S ——————————

== Pengadiran Negeri tersebut jeeme

- T‘Elah mﬂmhnea :-—m—-—q-——-h-ﬂ-_---h-—-----.-_pqh-ﬁ“

1. Penetapan Wicl.Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tamggal
17-04-2006  Nomor : 533 (PEd,B/200 6/oN  1xe tentang ——
penunjuitkan Majelts Ralim yang memerfksa dan aengadi’i-
perkara tersebut T ——— = e

¢+ Fenetapan Bakin KeiuaxMzietig, tomppal 20 April 2006 -
Komor : 5 jgﬁrm.ﬂjzﬂmmu.mm. tentang penctapan - hari
dan tanggal sldang pertama dalaw pexkora infl jee———e..-

Jv Surat daiwaan dan aurat-surat lafonya dala;n berikas - pec

kara tersebut . ———— ———————————

----- Telah memerlksa can memeliti serta melihat barang --

bulttl dalam perkara ini - e e e e e e ——————
AXXXTRKN
BY:c.1lx.

/Setelal BONCBNEAT . oo vanese
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§ O s

|« Pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuctut Gram ;

2. Keterangan galcali~galkal dan Terdakwa :

e e e s - -+ i

9

« Tuntutan pidana Jalksa/?enuntit Ui, yang' dibacalan dan
diserankan dalam Persidungan pada hawrd BENIA ,  tanggal
15-05-2006 acbagalnana Yerlampilr df dalan werfta acara
pbenexllicaan perlarg ini, yang pada pokoknya berpendapat
mohan apar Majelis Hakim yang memewdksa dan mengaditd -
oerlcara rnf memuiualian gebagal bewdlmit fme—m e ———————

1)+ Menysatalkan Terdakwa WIILY RIZAL JUSALL BIN RCIALI-

terbuktl bersalah melaliukan Tindalk pidana tanpa hoalk

melawan hukum menguadod narkotika HORSL b mmmeiasns

2)y Meajatuhican pidana penjara kepuaca Terd dewa tersebut
gelama 1 talun 3 bulan penjara . poteng tahanan,
dengan perintah Terdalwa telap dalam tahaman 3————-

4
lernda fp. 300,000,- subpidair 3 buldon kurwsean HEREEES

« Mengiuicun Terdakwa membayar blaya perkara - sebesar
Rp-1.000,~( seribu rupiah) ;——a-——-—-—--w-----*-—---—«».-__

|!'|.:| * Henﬂtﬂpkan bﬂ.r"lnm hu.l":-h-i. bEruEa T e e o e i i

6 linting kartas warnn putili berisi ganjn sisa hasil i
pemeriksnan berat netto 1,2628 gram, ddrampas untuk-
dimuanalikan § eeseeommee— oo = e i e 4

Uing gebegar Rp.'-E.{}OD,—' dirampas untuk Negara 3 ——a

&+ Peabelaan / permchonan Terdalowa yabg dia:lnﬂian -~ gecara
lisan, yang pada pokoinya bahwa Terdalom mesgalmi ferus
terang alan pertuatannya serta mengal bersalal dam ber
Janji tidak akan mengulangi iaemb:uﬂi'perhuaﬁmxa, untuk
19u mohon agar Majelis Haldm monjafubkan l'uu.l-:umlan - Yang

seringan—ringannya ; S

===~ Menimbang, bahwa Terdalkwa diajulean kemuka persidang.
an olzb Jaksa/Penuntut Unum dengan dukwaan sebagal bemilant

Primair : pasal 82 (1) huruf a Ju.pssal 55 (1) ke 1 KUHF;
dubsideir @ pagul T8 (1) huruf o je.pasal 55 (1) ke 1 KUHD;

= Mornimbeg,  issessas
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————— Meniwbang, bahwa Jaleza/Penubtut Uuun untuk mewhul i

kan dakwaannya telah mengajultan bavang buleti berupa ;===
6 linting kertus putih berisl ganjo aisa hasil pemerilaang
berat netto 1, 2628 gram, dan uans gebegap Hp.2.000,- ; --

L]

L]

Mendmbaps, bahwa Jaksa/Penuntut Ul Juga telah -—
nEngajuikan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya-
dalam persidangan, di{ bawah sumpah masing-masing sebagai-

bEI‘ﬁ{.th o e e e e e e e o - i g o g e

P

ke RSB JA R el R

2. SUTRISNO BIN SUJUNG § cmem e R R

Sy BIL HARTRE '8 s e i e e o e e

vanz Laluya pada pokoknya memberatkan Terdakwa, sebagaima
ha selengkapnya tertuang dalam Bevita Acara Fenexrikegaan -
Yersldangan, yang untuk seingkatnya diangzap termuat - dan
dipertimbangkan dalam putusan Enf. —eem——meee oo oo ot

-——= Menimbang, bahwa atas keterangan sakei-sacsf - yang
didengar di bawah sumpah tersebut, Terdakwa atas pertanya
an Hakim Ketua Maj2lis menyawakan tidak.keperatan dan —--
eenna keterangan saksl dibenarkannya.—se==——o—emm———cooee

=~=— Henimbang, bahwa saksi yanp felah dipanzgil secara
patut oleh Jaksa / Penuntut Umum akan tetapl tidak hadir,
selanjuinya Jaksa/Penuntut Umum menyaf$akan tidak akan 1e
manggil lagi dan mengajulan ealsi tersebut ke persidangar
dan mohon kepada Majelis Halkim untuk membacokan Berita --
Acara Pemeriksaannya dihadapan Peuyldfk,—m—eeeeemenmen——

Menlmbang, valwa atas purmohonan Jakea/Panantut =--

£ Toum tersebuf, .oeeoreens
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I
I Umum tergehut, setelah mendapat persetujuan dari Ter juw
lalu atas perintan Haklmfﬁlkmﬁj&ajnliﬁ, Jalksa / Penuntui-
Umum membacakan Deriva Acara Pemeriksaan calgi muging ---
Maring atas nama §—we———ee e e thatai o PSSy
XXXzt .
faCe 2h, b

w==== Menlcbang; bahwa atas Lctqrnngun saksl yang dibaca-
Fan tersebut df atas, Terdakwa menyatakan ldale keberatan
dan mnmbenukamya, ----- ————————— T i P o 4

TTT= Menimvang, bYahwa dimaka persldangan Terdakwa felal
nemberikan leterangan, yang Lainya pada pokolnyva sams —e
dengun Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ¢illadapan Peiysis

dik pada tapggal 17 Marat 2006 yang unfuk singkat
bya dianggap tersuat dan dipertimbangkan cdalan puvusan --
s e e ¥ L MO 5o

Te==-= Menimbang, bahwa dari kKeteraugan para saksi dan Ter

dakwa serta barang buletl, Maedds llakie t:lah memperol che
Jakta-fakta snrcarn yuridfs sebcgai berilyt P e

Bubwa benar terdakwa ditangkap oleh Polia’ yang ged .ng®
menyional', pada hard Sabtu, tanggul 11 Maret 2006 oaelki-
i Jum.22.30 wib ersoma dengon Zoki ag J1.H.Sikam ',
03/13 Kel.Kuticiran Indal, Kec. Finang, Kota Tangerin, -
kurena kedapoatan menguasal ganja aebunyuk G linting ju
berada ditangan terdokwa e e o — PSR T

- Balwa benar terdakwa menarima nang Kp.30.000,~ dari Po
liol yaug menyamar, meminta untuk dibellikan ganjoa, ga-
lanjutnya terdakwa bersama Zaki aenuju ke Kampung jusben
untulk membali el L R

= Baliwa benar terdukwa beli pida orang yaug tidak dib eunl
1 paket Rp.25.000,- yang selonjutnya dilihiting menioadd
2 linting yaitu 6 linting digita petugas, pedangkur T
Linting dibuang puda saat terdakwa ditanghap ; —meceaa

- Balwa benur barang bukti yan., Nperlilaticas Jiperai 1o
Higan adalab benar milik SADJOkWo | sscaedca
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————— Meni&bang, bahwa karena dakwaan terhadap ~ Tewdarws
tulah terbulti secara san dan meyalkiakan dan Juga padr -~
diri Terdakwa %erdapat kemampuan tintuk bertanggung e .at
atas rerbuatannya tersebut, karena tidak tardaﬁat alasas
pemaal maupun alasan pembenar'maupun alzsan renghapus —--
plidans aebagaimana ditentukan dalam KUHP, mak%u olch kare-

nanmya Terdakwa harusg dijatuht hukumaq yﬁng seswal dengan
ke;alahannya;—— ~~~~~~~~ ——————— e e e e e e e ———— rr——
—==== Menimbang, bahwa berdaserkan ketentuau.pasal 24, 2%
dan 25 KUHAP, Semua penahmman yang telah dilalmukan - nle-
Penyldik untule kepentingan penyidikan dan penahanan ¥oug

dilalcuican oleh Jalsa/Peruntut Umum untule kepentingan e

renuntutan serta penahanan rang ddiakwran alely Helliom - un
fuic Kepentingan pemerilccaan di Pengadilan, dipsrittunglkan
seluruhnya dan akan dilcurangican dengan laianya pidana pen
Jara yang alean dijatuhlean kepadanya (vidsz vasil 22 ayat ¢4

ZUHAP) ___.___,______q___.,__.,,______,_____,_._____,______,__.,___,__,___,_,,_,__

===~ Menfmbang, bahwa sebelum putusan mewpunyai kekuatan
hukum , maka berdasarican pasal 193 ayat b EUHAT , atatus
penahanan Terdakwa tetap dipertahankan. ~meee— oo .

S Ménimhang,bahwa berdasarkan pasal 222 ayad( 1)KUHAR,
karens Terdakwa dinyatakan bersalah dan diptdana pendery,
waka iepiaa Terdalwa dibebarkan untuk membayar ongkos per
kara yang besarnya akan ditentulan dalam amar putusan —-
i bawah Ini.

-.-—-.--.—.-—-.---——-.-—_-_-.q..-_-—-pq-.——_a-.-a---.-—.._-._-,....-.._n_-_ i
'

----- ~ Menimbang, bahwa terhadap ﬁarang—barang budetd yaidu

18
berupa T e e 0 Pt o 5 e 4 e e e e B
6 linting kertus warna putihh berisi geonuja berat ietto —-
1,2628 gram, dirumpué untuk Umuanakicas, gedangkan uare-
cebasar Rp.2,000,- di rampas tntuk Negaru e —

F Menimbanz, DARWE vevssess

LA
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"
- |
L]

s=e—e Menimbang, bahwa HebelmmﬁﬂﬁgﬁgﬁgHakim mgnjatuh}ﬂn—!
PUutusan, perlu  mempertimbanglkan faktor - faktor yaug capad

dijadikan alaswn-alasan memberatkan dan meringankan Silem
TEX XKL an hagi Tﬂrdakwa.«a—--—~~--w--uuf—-u—---
I 3 O L

e e G &

e i R — ‘

Em:pm@nw_ﬁmmﬂwqﬁ
Jaug sedans glat-giatnya membarantoy Narkotilea 3

Hal-hal vanz memberatian s ——-- e ————

Parbuatun taeprdakwa bertentantan Jden

Bgs-hal yang merinmanlan §-e~—-—=sseemmmm————

R L L L T r——

= Terdalkwa berluky aopan dan mengakd terun fergue : =-na
- Terdakwa maail anak-anak dibaropeun dapet merobah diret
Hyo dimasa dapay § s———smeee= — '

==—-— Menlmbang, bahwa bevdasartkan alassn-alasan yang mem
beratkan dan meringankan hukvman taersebut, dihubuugkan —-
dengan kesalahan Terdaltwa, maka adalah dirasa paates dayn
wajar serta adil apabila hukuman yeng dijatuhlean - kepada

Terdahwa, adalah seperti tersebut di bawah Infoemmmee

————— Mempexhatilan pasal
dan ketentuan Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang --
EUHAP merta lcetentuan hukum lain yaug hersargkutan.~——-7w

nERSGALDTE I

- Menyatakan Terdakwa WILLY AIsAL JAZULI BIN ROJAL)L . -
terbulctl secara sah dan meyakinkan bersalah melalukauy -
tindale pidann tanpa lak dan welawan Do mengosal Nup

“kotika golongan I_dolam bentuk tanoman e T

- Menghukum Terdakwa oleh larsma itu dengan ridana pealars
glama : 10 bulan, denda Rp.200.000,- subsidair 2 b ar
furungan ; ee—see-- et et

f= Menetapltan MASE. - ey
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s
- [enztapkal masa penalidnan Yo telolh ddjalarnd terdodew:l -

Jikurangi selurabinya duri pidana yone Jdijatualikon § === =
- NMenztapkan terdaktwa tetap 45 tabun § —— = e i e T A
- Memerintublion borate bulkkti Dabupi @ —-—s=—=e—ssconea—cre-

6 linling kertas putity berisi gunja asiasn hasil pame dkaa
an b.rat netto 1,2628 gram, Jirampas untuk dimusnobkan ;
Uang sabesar Rp.2.000,- dirumpas untul degara § ===
- Wembebankan terdokwo membayar biaya perhara oebesar dp, -
L GDE s Caepibn SUpEal)) i = semmeee s aa i S aat

————— getelab itu Hakim memberdtabucan kepada terdokwin muit
pun Pernuntut Unum akan hot-helnys terbadap pubugan ter —---

aobut § ————mm—————— e e e e e e e ——————
————— Ialu Hokim menutup peraida.néu.n § e —————————— e e
————— Damikianlan berita acuru persidongoan ind dibucth yual

Jitonda tonpani oleh Hakim deow Pand tero FPenggantl ; -—----

'\—u..\_\_\_\_\_\
Fabk Il PRocesdl] \ TOV(HL AN WL O A

. ABDUL KUKLT, aHYU SSCMLALTMGETN, Bl bt
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DAFTAR KASUS NARKOBA YANG SUDAH DIPUTUS TAHUN 2006
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Mo

4]

9

Nomor Perkara / Nama
Terdakwa

Pasal

05/Pid. B/2006/PN.TNG
Yadi Cahyadi als Negwe
bin Darwis

06/Pid. B/2006/PN. TNG
Fathur Rahman als Bolol
hin Malamas Muslim

07/Pid.B/2006/PN.TNG
Acong Alex bin Umbara

08/P1d.B/2006/PN. TNG
Wahmat als Mamat bin
Anis

09/Pd. B/2006/PN. TNG
Nurdin bin Hasan

LOVPd. B2006/PN. TNG
Renal Lolo bin Kasiman

12/d, B/2006/PN. TNG
Acun Gunawan bin Iyan

13/Pid. B/2006/PN.TNG
Yudri als Ujang bin Darya

16/Pid. B2006/PN. TNG
Surwandi

1 8/1M1d. B/2006/PN.TNG
Lukman Jayadi als Lucky
bin Djayadi

19/Pid. B/2006/PN.TNG
Abdulal Munandar als
Jayadi

Pasal 78 ayat (1)

hurula UU Nomor

22 Tahun 1997

I"asal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurulfa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurula UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayal (1)
huruf a UUJ Nomor
22 Tahun 1997

Putusan

1 Tahun, 5 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

I Tahun, 1 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

2 Tahun, 3 Bulan,
denda Rp.500.000,-
Subsidair 5 bulan

| Tahun, | Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

5 Tahun

5 Tahun, denda
Ep.500.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 4 Bulan,

denda Rp.500.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, denda
Ep.500.000.-
Subsidair 6 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

10 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan
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13

16

20

27/Pid. B/2006/PN. TNG
Boy Andi bin Machmud

30/Pid.B/2006/PN. TNG
Arial Harahap als
Bengbeng bin Dawis

35/Pid. B/200G/PN. TNG
Moch Wahyu

I BRO0DG/PN.TNG
Rio Pribadi bin Midsan
Padiario

37/Pd.BRRO0OG/PN.TNG

AgusHilal
Hermawan

38/Pid. B/2006/PN. TNG

I*atar Wahyudi bin Nurjali

44/id. BR2O0GPN.TNG
Dede Fahruji bin Basar
Mnan

45/Pid. B2006/PN. TNG
Kartim als Mancung bin
Ahmad Jayali

SHP.B2006/PN. TNG
Indra als Pora bin Ahum

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a U Nomor
22 Tahun 1997

I"asal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomer
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997,
tenlang Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
huruf a U Nomor
22 Tahun 1997,
tentang Narkotka

Pasal 62 ayat (1) UL
Rl Nomor 5 Tahun
1997. tentang,
Psikotropika

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997,
Passal 70 ayat (1)
hurufa UU RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomaor
22 Tahun 1997.
Passal 70 ayat (1)
hurulfa UU RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
MNarkotka

| Subsidair 1 bulan

2 Tahun, denda
Rp.500.000,-
Subsidair 3 bulan

7 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

| Tahun, 4 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

I Tahun, 8 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

3 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

O Bulan, denda
Rp.200.000,-

3 Tahun, denda
Rp.300,000.-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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21

22

23

24

25

20

27

57/Pid.B/2006/PN. TNG
Moh Dody als Lintang

63/Pid. B/2006/PN.TNG

Maulani bhin Deran

64/Pid . B/2006/PN.TNG
Zais als Asidin bin Ade

65/T1d. B2006/PN.TNG
Suhandra als Dudung bin
An Santoso

66/Pid,. B/2006/PN. TNG
Daniel Pandamean als
Hotman Pakpahan

72/Pid, 3/2006/PN. TNG
Sukroni alsAlong bin
Supanta

T3/ 32006/PNING
Andi M Juhendi bin 8
Jaclani

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997,
Passal 70 ayat (1)
hurufa ULI RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997,
Passal 70 ayat (1)
hurufa UU R1
MNomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nemor
22 Tahun 1997,
Passal 70 ayat (1)
hurufa UL Rl
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 78 ayat (1)
hurula UU Nomor
22 Tahun

1997, Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

1 Tahun, 6 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, denda
Ep.300.000,-
Substdair 3 bulan

2 Tahun, 6 bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, denda
Fp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

7 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 10 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

10 Bulan, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan
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28

29

30

31

32

33

34

35

6

BE/Mid. 32006/ PN TNG
Atdis bin H. Alwani

05/Md. B2006/AN. TNG
Mian Posmahi bin Edi
Jusalki

97/Pid . B/2006/PN. TNG
Mardeni bin H.Muslih

08/Pid.3/2006/PN.TNG
Sefyan Maryanto bin
Suwardi

99/Pid. B/2006/PN. TNG
Agus Supriyadi
hin Maryolo

1042wl B/2006/PN. TNG
Irfan Firmansyah als Eki
bin I'1.Hatim

105/P1d . B2006/PN. TNG
Lrwin bin Sularno

107/Pid. B/2006/PN. TNG
Mukayal als Ayat bin
Amat

111/Pid. B/2006/PN, TNG
Gerima Yudha als Gerina
bin Kaiser

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tabhun

1997. Tentang
MNarkotika

Pasal 62 UU R1
MNomor 5 Tahun
1997.

Pasal 78 ayat (1)
huarul a U] Nomor
22 Tahun

1997. Tentang

| Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun

1997, Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomar
22 Tahun

1997. Tentang
MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun
1997 . Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 97. Tentang
Markotika

~ | 10 Bulan, denda

Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

10 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 3 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

10 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

3 Tahun, denda
Rp.300.000.-
Subs_idair 3 bulan

| Tahun, 1 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

7 Bulan

10 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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)3?
38
39

40

42

43

11271 B2006MN. TNG
Fred Hanuti bin Lukun

116/Pid.B/2006/PN. TNG
Fimos Al als Wayong
hinArif Haura

119/1d. B/2006/PN. TNG
Sanwani bin Suradi

120/Pid . B/2006/PN. TNG

Kuswoyo bin Medti Batara

122/Tid B/2006/PN. TNG
[Hamias als Alam bin
Amsori

1 23/Md. B2006/PN. TNG
Llerman als Paris bin
Karman

126/ . B/2006/PN. TNG
Ade Rahmat bin Andani

128/Pid.B2006/PN. TNG
Alit bin Aigi - CS

l

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Namor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomeor
22 Tahun

1997 Tentang
MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UL Nomor
22 Tahun

1 1997 . Tentang

Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997.jo

pasal 5 ayal (1) Ke 1

KUHP

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomaor
22 Tahun!997.
Tentang Narkotika
Primeir 82 ayat (1)
huruf a UU RI
Nomaor 22 Tahun
197 tentang

2 Tahun, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

8 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

1 Tahun, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

1 Tahun, . denda
Hp.ED{}.DUD,n
Subsidair 2 bulan

9 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.500.000,-
Subsidair 5 bulan

2 Tahun, 6 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

11 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

11 Bulan, denda

Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan
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45

46

a7

48

49

50

133/Pid.B/2006/PN.TNG
Achmad Rijki bin Bahaeni

134/ . B/2006/PN. TNG
Rita binti Alm Kasmadi

135/Pid . B/2006/PN. TNG
Muhamad Yusuf alm
Ucup bin Ulang

137/Md. BR2006/PN. TNG
Yasiue Mulyana als Bacil

138/Pid. B2006/PN. TNG
Sendi Dolinwian bin
Bidayat Hamid

139/P1d . B2006/PN,TNG
Sahrul Efendi bin
Suherman

140/Pid 13/2006/PN.TNG
Indra Kurninwan als Bedul
bin Suwardi (Alm)

Narkotika.
Subsidair Pasal 78
ayat (1) huruf b UU
RI Nomor 22 Tahun
1997.

Tentang Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 62 UU RI
Nomor 5 Tahun
1997 tentang
Psikotropika jo pasal
55 ayat (1) Ke 1
KUHP

Pasal 62 UU RI
Nomor 5 Tahun
1997 tentang
Psikotropika jo pasal
55 ayat (1) Ke 1
KUHP

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomar
22 Tahun
1997 . Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor

1 22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomaor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

1 Tahun, 7 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

3 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

3 Tahun, denda
Rp.400.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

I Tahun, 10 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

¥
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142/Pid . B/2006/PN.TNG
Adam Pahlelt bin Amrin
Munir

147/Pid. B/2006/PN. TNG
Mustawan als Eimli bin
Sadeli

149/Pid. B/2006/PN. TNG
Zulkarnain bin Rojali

152/11d. B2006/PN. TNG
Saefu] Anwar als Atel bin
Among

156/Pid B2006/PN.TNG
Zakaria bin Taisan

164/Pid . B/200G/PN.TNG
Saiful Bahri als Ipul bin
Suryatin

Pasal 78 ayat (1)

“huruf a UL Nomor

22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika
Primeir 82 ayat (1)
hurul a UU Rl
Nomaor 22 Tahun
197 tenlang
Narkotika.
Subsidair Pasal 78
ayat (1) huruf b UU
RI Nomor 22 Tahun
1997.

Tentang MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun
1997 . Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Primeir Pasal 78 ayat
(1) hurufa UU
Nomor 22 Tahun
1997 Tentang,
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UlJ Nomor
22 Tahun
1997 . Tentang
Markotika
Subsidair Pasal B5
hurufa UURI
Nomor 22 Tahun
1997 Tentang
Narkotika

Primeir Pasal 78 ayat
(1) hurufa UL
Nomor 22 Tahun
1997 Tentang
MNarkotika

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

3 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

5 Tahun, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

9 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

I Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

A
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165/l B/2Z006/PN. TNG
Ramidi bin Carmad

1 66/Pid. B/2006/PN. TNG
Romi Sunandar als Radit
bin Yayat

169/Md. 132006/PN.TNG
Ahmad Haerudin als Ndi
bin Yetno

173/Pid . B/2006/PN.TNG
Sudiyanto Wijaya als
Hendra Wijaya

1 74/1id B/2006/PN. TNG
Eli Sudianto Winarya nin
Dedy Sudianto

| 75/Pid. BROOGIN, TNG
Abdul Hamid bin Soni

I 78/Pid 1/2006/PN.TNG
Apustinug aoh als Ade
anak dari Arnold Laseng
Laoh

8 1/Pid. 3/2006/PN.TNG
Lilip Kobul Milik bin

| HLUdin (Alm)

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun
1997.Tentang
Narkotika
Subsidair Pasal 85
hurufa UURI
Nomar 22 Tahun
1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomeor
22 Tahun
1997 . Tentang
Narkotika
Subsidair Pasal 85
hurufa UURI
Nomor 22 Tahun
1997 Tentang
Narkotika

Pasal 62 UU RI
Nomor 5 Tahun
1997 Tentang
Psikotropika

IPasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a ULl Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UL Nomaor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomaor
22 Tahun 1997

1 Tahun, 6 Bulan,

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun

6 Tahun, denda
Rp. 100.000.-
Subsidair 1 bulan

6 DBulan, denda
Rp.100.000,-
Subsidair 1 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 2 Bulan

1 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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191/Pid. B2006/PN. TNG
Eman Sulacman

201/Pid.B/2006/PN.TNG
Holik als Haji bin Hobeng

202/Md.B2006/PN. TNG
Ujang Sadikin bin Sakam
Paske Wibowo bin
Suherman als Pasko

203/Pid.B/2006/PN. TNG
Budi Taslimin als Bogel
Paul Tri Comby als Cobol

216/P1d. B/2006/PN. TNG
Pudih Sanjaya als Kim Gos

220/Pid. B/2006/PN.TNG
lLasmi binti Ragiman

224/Pid . B/2006G/PN.TNG
Agus als [bor bin Marjas

226/Pid. B2006/PN. TNG
Mursadi bin Adiran

229/1d. B2006/PN.TNG
Agus Triyono bin Toto
Sugiarto

256/Md . B2006/PN.TNG
lirfan Kosasih als Egi als
Doyok bin Sukanta

257Pul.B2006/PN.TNG
Muhtar Hidayat bin
Hasanudin

267Md . BR2006/PN. TNG
Irfan Malao als Comen bin
Amrudin

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayal (1)
hurufa UL Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UL Nomor
22 Tahun 1997,
tentang Narkotka

IPasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997,
tentang Narkotka

Pasal 62 ayat (1) UU
BRI Nomor 5 Tahun
1997,

1 Tahun, 3 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

2 Talun, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

2 'T'ahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 10 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 10 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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270/Pid . B/2006/PN. TNG
Yusuf bin Hermaewan

272/Pid.B/2006/PN.TNG
Potiaman Loah bin Andi
Ala

277/Pid . B200G/PN.TNG
AgusPurwanto als Demang
bin Sakijan

278/Pid.B/2006/PN. TNG
Adi Kosasih als Koplo bin
Sueri

280/Pid. B200G/IPN.TNG
Ogi als Pendek bin Mugni

281/Pid. B2006/PN, TNG
Dedi Hariadi als Binbin bin
Somad Efendi

tentang Psikotropika

Pasal 82 ayat (1)
hurul a UUJ Nomeor
22 Tahun 1997.

Passal 70 ayat (1)
hurufa UL RI
Nomaor 22 Tahun
1997 tentang
MNarkotka

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UL Nomor
22 Tahun 1997.
Passal 70 ayat (1)
hurufa UU RI
Nomar 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997,
Passal 70 ayat (1)
hurula UU RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
hurul a ULl Nomor
22 Tahun 1997.
Passal 70 ayat (1)
hurufa UU RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

Pasal 82 ayat (1)
hurul a UL Nomor

22 Tahun 1997.

Passal 70 ayat (1)
hurufa UU RI
Nomor 22 Tahun
1997 tentang
Narkotka

1 Tahun, 8 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

7 Bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

3 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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282/Pid. B/2006/PN.TNG
Renal als Peang bin Taman
Adi Harianto bin Hartianlo

202/Pid. B/2006/PN. TNG
Adece Kwin Kwan

307/Pid. B2006/PN. TNG
Pilip Latuseru als Cornelis

313/Pid. B/200G/PN.TNG
Tedy als Cering bin Latif

317/Pid. B2006/PN. TNG
Budi Yoga Anggara bin
Abdul

I1R/MPid. B/200OG/PN, TNG
[inik Zulfikar bin Bambang
Heri Purnomo

J19/Pid. BR2006/PN. TNG
Ahmad Roli Firmansyah

323/Pid. B200G/PN. TNG
Andi als Cobeng bin Clong,

326/Md 1V2006/PN.TNG
Jaih bin Jamhari Manap

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 97. Tentang
Markotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf'a UL Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997, Tentang
MNarkotika

Pasal 62 UL RI
MNomor 5 Tahun
1997,

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentany
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa Ul Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
nuruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

5 Bulan

2 Tahun, § Bulan,
denda Rp.400.000,-
Subsidair 4 bulan

1 Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

1 Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

I Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

11 Bulan, denda
Rp.300.000.-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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327/1Pid . BR2O06/PN . TNG
Abdulrohim bin Ijas

329/Pid.B/2006/PN. TNG
Durane Vivian Juvees bin
Vivian Weatsony

333/Pid . B2006/PN.TNG
A. Hasil Kala als Mukade

349/Pid. B2006/PN. TNG
Muhartadi Amsir bin
Suwardi

355/Pid. B/2Z006/PN. TNG
Adlu Evitan als Hotses

359/Pid. B2006/PN. TNG
Wawn Juandi bin Caim
FEman

361/1id. B/2006/PN. TNG
Ahmad Padeli bin H. Ilyas

362/ B2006/PN.TNG
Arman bin Asmawi

364/Pid . B/2006/PN.TNG
Rahmat Subhar bin
Muhamad Wahid Dt

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997
Tentang, Narkotika

| Pasal 78 ayat (1)

hurufa ULl Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 avat (1)
hurula UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor

22 Tahun 97.Tentang

MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997. Tentang
MNarkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

[997. Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul’ a UL Nomeor
22 Tahun

1997, Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)

| huruf a UU Nomor

22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

1 Tahun, 5 Bulan
denda Rp.200.000.-
Subsidair 2 bulan

6 Bulan

2 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

1 Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

6 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

| Tahun.denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

3 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| 0 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 hulan

——
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370/Pid.B/2006/PN.TNG
Ahmad Baisuki bin Ujang
Kuswara

376/Pid. BI2006/MN. TNG
Joko PriobadiAde Rahmat
bin Andani

381/Pid. B/2006/PN. TNG
Abdulah als Adul bin
Tasman

IR2/Pid. B2006/PN. TNG
Budiman bin Risfandi

IR/ 1V2006/PNTNG
Septi Farmansah bin
Ahmad Fahri

IROPId. BB2006/PN.TNG
Teguh Surya Pratama

392/Pid. B2006/PN. TNG
Ariyadi als Tome bin
Aswil

400/ 13/ 2006/PNTNG
Hendri Purnthandoko bin
Slamei Raiyanto

A0/l B2006/PN . TNG
Muhamad Tkbal als Batet
bin Nati

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Markotika

Pasal 62 UU RI
Nomor 5 Tahun
1997. Tentang
Psikotropika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997, Tentang,
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a ULl Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997.

Tentang Narkotika |

10 Bulan, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-

| Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

7 Bulan, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

3 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

5 bulan

2 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan
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Lilik Marubesi als Lik Lik
bin Al

414/Pid.B2006/PMN. TNG
Usman bin Kaman

415/Pid . Br2006/PN.TNG
Casmadi bin Kasan (Alm)

A20/Pid B2006/PNTNG
Suparman als Aong bin
Ma'i (Alm)

A2 1/Pid. B/2006/PN.TNG
Yulianto bin Suparjo

433/Pd. B32006/PN. TNG
Slamet bin Wawan

437/Pid. B2006/P N TNG
Muklis als Anton bin
abiad

439/, B2OOGIPN . TNG
Rahmat Dwi Pulra bin
Fredi Kemal

Pasal 78 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun

1997 Tentang
Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a ULl Nomor
22 Tahun

1997, Tentang
Narkotika

Pasal 62 UUJ Rl
Nomaor 5 Tahun
1997. Tentang
Psikotropika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal B2 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997,

Jo pu:-‘.ﬂl 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UL Rl
Nomor 22 Tentang
Markotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 Tahun 1997,

Jo pasal 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
hurul a UL Nomor
22 Tahun 1997,
Jo pasal 78 UU RI
Momor 22

| Tahun, § Bulan,
denda Rp.500.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 4 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

| Tahun, 6 Bulan,
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 2 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

1 Tahun, 8 Bulan,
denda Rp.200.000,-
Subsidar 2 bulan

10 Tahun, denda
Rp.60,000.000,-

4 Tahun, 6 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

10 Bulan

|

J
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441/Pid B2006/PN. TNG
M. Ali Armin bin Arlan

442/Pid . B/2006/PN.TNG
Abdul ajid bin Marjukai

466/Pid. BR2006/PN.TNG
M. Ali Armin bin Arlan

470/Pid B2006/PN. TNG
Christian bin Cornelius

477/ Pid.BR2006MPN.TNG
[Dwi brawan

478/Pid. B/2006/PN. TNG
Irwan Wahyu alsBongkeng
bin Utar

47911 B/2006/PN. TNG
FFahr Ikbal bin Ferry
Harahap

Tentang Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a Ul Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 LU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997,

Jo pasal 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UU RI
MNomor 22 Tentang
Markotika

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UU Rl
Momor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
hurul a UU Nomor
22 Tahun 1997.

Jo pasal 78 UU RI
Nomor 22 Tentang
Narkotika

Pasal 78 avat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

1 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

3 Tahun, denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

1 Tahun, 7 Bulan
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

10 Bulan denda
Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

I Tahun, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

11 bulan

| Tahun, denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan
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480/Pid.B2006/PN.TNG
Wwan Irawan als Tole bin
A. Rahman (Alm)

482/Pid.B2006/PN. TNG
Umar Said bin Sukirno

485/Pid.B2006/PN. TNG
Edward Marcel bin David
Mahliaman

486/Pid . B/2006/PN.TNG
RiskiAgusta bin Tabrani
Yusuf

491/1d. B2006/PN.TNG
Suryadi anak dari Acong
anak dart Lidi Oey

493/Pid. B/2006/PN.TNG
Siti Peihatini binti H
Arsyad

S01/Pid. B/2006/PN.TNG
Didi Darmadi bin Satiri

502/1id. B2006/PN.TNG
Yulios bin Muklis

S05/1Md. 13/2006/PN. TNG
Jem Sedriawan €S

S20/Pid. B2006G/PN. TNG
Syaiful als Ipul bin Munar
(Alm)

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf'a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UL Nomor
22 TFahun 1997.
Tentang Markotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997,
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
hurul a ULl Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf'a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 avat (1)
huruf a UU Nomor
22 Tahun 1997.
Tentang Narkotika

Pasal 78 ayat (1)
huruf a ULl Nomor
22 Tahun 1997,
Tentang Narkotika

"asal 78 ayat (1)
hruf a UL Nomor
| 22 Tahun 1997,
Tentang, Narkotika

10 Bulan

4 Tahun, denda
Rp.200.000,-

_Subsiclair 2 bulan

5 Tahun, denda
Rp.500.000,-
Subsidair 5 bulan

| Tahun

| Tahun, 10 Bulan
denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

7 Tahun, denda
Rp.2.000.000,-
Subsidair 4 bulan

| Tahun, 6 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

2 Tahun, 10 Bulan
denda Rp.300.000,-
Subsidair 3 bulan

I Tahun, 2 Bulan

2 Tahun, 7 Bulan

denda Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan
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521/Pid. B/2006/PN. TNG
Apriyanto bin Bakri

533/Pid. B/2006/PN. TNG
Willy bin Rosadi

L

Pasal 78 ayat (1)
hurufl a UUJ Nomor
22 Tahun 1997,
Tentang Narkotika

Pasal 82 ayat (1)
hurufa UU Nomor
22 Tahun 1997,

Jo pasal 78 UL Rl
Nomor 22 Tentang
Narkotika

8 Bulan denda
Rp.200.000.-
Subsidair 2 bulan

10 Bulan denda
Rp.200.000,-
Subsidair 2 bulan

Sumber : Pengadilan Negen Tangerang
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Rabu, 05 Januari 2005
Putusan Rehabilitasi Korban Narkoba Belum Dapat Berjalan
https://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/05/metro/1481836.htm

Jakarta, Kompas - Putusan dan pengadilan untuk merchabilitasi korban peredaran
narkotika. psikotropika, dan bahan adiktf lainnya atau narkoba belum dapat berjalan.
Meskipun hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 lentang
Narkotika, namun pemerintah hingga kit belum mempersiapkan mckanisme
merchabilitas) para terpidana yang terbukti scbagal korban dan peredaran narkoba.

Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Haran Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisaris Jenderal (Pol) Makbul Padmanagara kepada wartawan, Selasa (4/1).

Makbul menyampatkan hal iflu seielah membacakan sambutan terulis Ketua
BNN Jenderal (Pol) Da't Bachtiar (juga menjabat Kepala Kepolisian RI) dalam
pembukaan Rapat Koordinast BNN di Hotel Hilton, Jakarta.

"Pemernntah harus menpatur mekanisme rehabilitasi korban narkoba. Dalam hal imi
harus ada keputusan Menteri Keschatan," kata Makbul.

Makbul mengatakan, Pasal 47 UU Narkotika mengatur masalah rchabilitasi bagi
terpidana korban peredaran narkoba. [Di antaranya diatur, pada Ayat (1), Hakim yang
memenksa perkara pecandu narkotika dapat a. memutuskan untuk memerintahkan yang
bersangkulan menjalam penpobatan dan atau perawalan, apabila pecandu narkotika
tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Selanjutnya, diatur pada ayat berikulnya, antara lain masa rehabilitas: terpidana
itu sekaligus menjalani masa hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan.

"Persoalan yang dihadapi, kia akan kembali pada masalah kelerbatasan dana
unluk proses rehabilitass tersebut,” kata Makbul.

Makbul mengatakan, proses rehabilitas: itu akan meliputi rehabilitast medis dan
rehabilitasi sosial. Rehabilitast medis menjadi bagian tugas Departemen Kesehatan,
sedangkan rehabilitasi sosial menjadi bagian tugas Departemen Sosial.

Da' Bachtiar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Makbul menyebutkan,

kasus narkoba mengalami peningkatan per tahun sebesar 47 persen. Dalam hal ini,
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tantangan yang harus dihadapi adalab koordinasi lintas departemen untuk mengurangi
peningkatan kasus tersebut.

"Masalah narkoba saat ini menjadi semakin kompleks, yaitu dengan semakin
tinggel kuantitas, kualitas, dan berbagai dampak yang diakibatkan," kata Da’i.

Menurut Da'i, penycbaran HIV/AIDS saat imi merupakan masalah krusial
schagar akibat penggunaan jarum suntik untuk mengonsumsi narkoba secara bergantian
satu sama lain. Keterpaduan kegiatan diharapkan untuk menyelesatkan masalah ini.

Ketika dimintai tanggapan atas sambutan Da’i tersebut, Makbul mengatakan,
tantangan saat ini ialah mengoptimalkan kelembagaan Badan Narkotika provinsi hingga
tingkat kabupaten dan kota. Bahkan kalaw diperlukan seperti di DKI Jakarta, Badan
Narkolika sampar pada kelembagaan pemerintah di ingkat kelurahan.

“Tugas memberantas narkoba jangan hanya diharapkan dan pemenntah,
khususnya Kepolisian, Tetapi, ftu juga menjadi tugas masyarakat bersama” kata
Makbul

Makbul mengatakan, pemberantasan narkoba yang gencar dirintis sekarang ini
merujuk pada tahun 2015 nanti, di wilayah ASEAN telah dicanangkan untuk bebas
narkoba.

Mikbul mengatakan, saal im penhing adanya pengawasan barang bukti narkoba.
Makbul udak menutup kemungkinan ada oknum aparat kepolisian yang menggunakan

atau menyalahgunakan barang bukti narkeba yang disita dan para tersangka.
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REHABILITASL TIDAK SESERAM YANG KITA BAYANGKAN
[15 Maret 2006, 16:59 WIB| Oleh : Sadar BNN Maret 2006 / Maulani KSG 1V
http:/fwww.bnn.go.id/konten. php? nama=Artikel Trithab&op=detail_artikel tritha
b&id=17&mn=4&smn=¢ '

REHABILITASI berarti memulibkan, mengembalikan pada keadaan sebelumnya. Bagi
mercka vang lergantung pada narkoba, rehabilitast merupakan hal yang scharusnya
dijalami untuk proses pemulihan total Jtotal recovery) dalam upaya agar tdak
mengalami ketergantungan Jagi. Jadi rehabilitasi bisa disebul sebagai tempal untuk
mulat membebaskan din' dan ketergantungan parkoba [drug free) sebagar modal awal
untuk bisa bertahan dan bebas dan pengaruh keterkaitan pada keberadaan narkoba
schagar zat yang mempunyal ketentuan hukum [enme free). Untuk selanjutnya dapat
hidup produktif [productivity) dengan pola hidup schat [healthy life) di masyarakat
selelah menmjalam rehabilitas

Rehabilitast khusus korban penyalahgunaan narkoba diawali dengan kegiatan terapi dan
rehabilitast medik vang bertujuan memulihkan keschatan fisik dan psikis/mental akibat
dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dilanjutkan dengan kegiatan rehabiliiasi sosial
yang bertujuan merubah perilaku, proses berpikir? dan emosi pecandu menjadi bebas

dan ketergantungannya pada narkoba.

Terapi dan Rehabilitasi Medik
Dalam aplikasinya proses terapt dan rehabilitasi medik meliputi dua tahapan, yaitu:

I. Dectoksilikasi

I. Proses menghilangkan racun sisa parkoba dan twbuh, yang sebisa mungkin
menggunakan detoksifikast alami untuk membantu sescorang bersth dani racun
narkoba. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada efek samping vang merusak
tubuh,
Rehabilitasi Medik

o9 ]

tad

Setelah terbebas dan pengaruh racun narkoba”, korban diperiksa  untuk

mengetahut apakah ada gangguan fisik dan mentainya. Kalau ada kesehatan dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mental masth dalam batas normal, maka korban akan menjalam kegiatan
program rehabilitasi sosial. Sedangkan kalau kesehatannya masih terganggn
maka korban harus menjalani terapt dan rehabilitasi medik, tentunva dengan

obat-obatan dan tindakan medis psikiatns.

Rehahilitasi Sosial

Untuk memulihkan perilaku dan interaksi sosial bekas pecandu narkoba ke tengah

masyarakat, dapal ditempuh beberapa cara :

|

I

led

0

Ketrampilan dan latihan kerja

Mantan korban narkoba harus disibukkan untuk menghindan waktu huang yang
berlebihan. Misalnya  keterampilan bengkel, pekerjaan seni, sablon, dan
pendidikan  kogmitil' [bahasa, komputer, dsb]. Sehingga mercka memiliki
keterampilan dan modal agar bisa bekerja dan mencukupt kebutuhan hidupnya.
Pembinaan agama

Telah banyak institusi keagamaan, yayasan, pondok-pondok pesantren yang
menampung korban narkoba, denpan kebiasaan atau metodenya sendiri-sendin
yang mampu menyembuhkan. Kekuatan iman divakini mampu membantu para
mantan pecandu untuk berani menyandarkan din pada Tuhan.

Alkohol/narkotk anonymous

Cara inmi tergolong pengobatan tanpa obat, karena para pecandu yang ingin
sembuh dan kecanduannya membentuk kelompok dan mengadakan pertemuan
rutin. Mereka berdiskusi dan saling tukar menukar pengalaman untuk
memecahkan persoalan-persoalan, sehingga mereka sembuh dengan sendirinya
tanpa obal.

Konscling

Faklor penting benkutnya adalah konseling yang teratur, dengan mendengarkan
semua keluhan korban narkoba, Konseling akan membantu mereka untuk bebas
dari narkoba sekaligus memperkuat motivasi mereka untuk sembuh.

Pertemuan orng tua


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

7. Peran orang tua bagi kesembuhan bekas pecandu menjadi salah satu hal
terpenting. Kehadiran orang tua yang mendukung dan memben semangat juga
memativast sang anak untuk benar-benar sembuh, dengan mengadakan
periemuan orang lua secara rutin dan berkesinambungan.

6. Seminar-seminar kepnbadian

8. Menjadi scorang pecandu adalah mimpi buruk bagi setiap orang. Kehilangan
hidup normal, menjadi ndak waras dan kehilangan sebagian besar hidup mereka.
Untuk menjadi waras, mercka bharus belajar dan semunar seminar akan
membantu setiap pecandu menemukan kepribadian aslinya.

7. Kehidupan dalam komunitas bersama

% Ihdup bersama adalah sebuah terapi umik yang penub dengan Kontrol dan
keterbatasan. Dalam komunitas, sctap orang akan mendapal tugas dan tanggung
jawab berbeda-beda. Komunitas juga penubh dengan aturan dan sanksi yang akan
diberikan kepada mercka yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan
bersama. Mereka akan dihargai, pka berhasil melaksanakan tugas dan tanppung
Jawabnya, letapr mereka juga akan mendapal sanksi, pka mercka membuat
kesalahan

Jadi jelas sckarang, bahwa rehabilitas: bdak seseram yvang kita bayangkan sclama .
Lupakan tempat rchab  yang  kumuh, kotlor, tak  terawal.  Sosok-sosok  yang
bergelimpangun di lani atao distksa lahir dan batin, Program aktivitas dan dukungan
moral yang bersifat konstruktll memegang peranan ulama ontuk pemulihan total (Sadar

BNN Maret 2006 / Maulam KSG V)
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TEMPAT REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA

Pusat Rehabilitasi

Bagian Psikiatri RSU Pemerintah

} b

5_.-"'.-

(0%

4,

10.

1.

R5U Dr. Cipto Mangunkusumo

JI. Diponegoro No.74 Jakarta

Rumah Sakit Fatmawali

JI. RS, Fatmawali Cilandak Jakarta Selalan
Telp. 021-7695461, 7698240, (021) 7504009
Kumah Sakit Persahabatan

J1. Persahabatan Rawamangun Jakarta Timur telp 882743

. Rumah Sakit Pusat Pertamina

II. Kyai Maja Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telp. 707326
K5, Angkatan Laul Mintohardjo

I Bendungan [Hilir, Jakarta Pusat

Telp. 021-5703081, 5702036

Rumah sakit Dr. Kariadi

JL D, Sutomao No 16 Semarang,

Humah Sakit Dr. Hasan sadikin

J1. Pasteur No38 Bandung, Jawa Barat

Rumah Sakit Dr. Sutomo

I 1harma Husada No.47 Surabaya

Rumah Sakit Dr. Djamil Padang,

I Perintis Kemerdekaan No.1 Padang Sumbar
Rumah Sakit Syaiful Anwar

J1 Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang,

Telp. 0341-362101, 351386

Rumah Sakit Tanjung, Karang,

J1 Dr. Rivai Tanjung Karang
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Bagian Psikiatri RS Swasla
1. Rumah Sakit Pelni

JI. Aipda KS Tubun Petamburan Jakarta, telp. 347986
2. Rumah Sakit Sumber Waras

I Kyai Tapa Grogol Jakarta, telp. 359304, 345283

-

Kumah Sakit Sint Carolus
JI. Salemba Raya No.41 Jakarta Pusat, telp. 8580091
4. Rumah Sakit PGI Cikini

JI. Raden Saleh No4l Jakarta, telp. 349211, 249212
5. Rumah 5akil Islam |akarta

Il. Cempaka Putih Jakarta, telp. 351271, 4244208
6. Kumah Sakit Wikarta Mandala
s, Sembaluh Pujon, Batu Malang telp. 524206

Rumah sakit detoksifikasi:
1. RS5KOQ (Rumah Sakit Ketergantungan Obatl)
Il. Rs. Fatmawati, Cilandak Jakarta Selatan

Telp. 021-7695461, 7698240, (021) 7504009

Pl

Rumah Sakit Atma Jaya

JI. Pluit Raya No. 2, Jakarla Utara

Telp. 021-6606127-30

3. Ks. Mitra Keluarga

JI. Raya Jatinegara Timur I Jatinegara 85-87 Jaktim

Telp. 021-280666; 280777; 280888, 280999

4. K5 Darmawangsa
JI. Darmawangsa Raya No.1, Blok P-2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
lelp. 021-7394484 Fax: 62-21-7394162

5. KS. Ongkomulyo

. Pulomas Baral VI, Jakarta Timur 13210
Felp, 021-4723332, 4722719
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Yayasan/Pusat Rehabilitasi Narkoba Jakarta - Jawa Baral

1. PPanti Rehabilitasi Narkoba Wanita Kristen "Rumah
Telp. Lentera" , Gunung Geulis - Gadog Cibogo - Bogor ,
(0251 - 251336

2. Baitus-Syifa Resapan Illahi
JI. Balinjo No. 73, Depok Utara-Depok
Telp. 021 - 7521330.
3. Yayasan Kasih Mulia / Kedbaton Parahita
JI. Pluit Karang, Permai Blok T VII Selatan No. 4042 Muara Karang, - Jak-
Utara.
Lelp. (021) 6683545. Fax.6603666
4. Yayasan Duolos
J1. Tugu no. 3 - 4, Cipayung, Cilangkap - Jaktim
Telp. (021) 8448479, 8457940

E_,'—.

Rumah Pemulihan Anak Panah/Abba Love Ministry
JI. Kran V no. 3 RT. 11/05 Kemayoran, Jakpus
Telp. (021) 4255652, 42877902
6. Pusal Rehabilitasi Anak Domba Allah
JI. Tebet Raya no. 15 Jaksel
Telp. (021) 8291946, 83702870
7. Rumah arapan & Pemulihan Bethesda
JI. Danau Sunter Selatan blok 15 No. 18, Jakarta Utara, 14350,
(021) 6400455 - 56
8. Love Restoration Ministry, Villa Bukit Raya blok
A4 no. 14 Pondok Cabe Tangerang,
Lelp. (021) 7444220
9. Yayasan Pondok Bina Kasih
J1. Mariwali, Puncak - Cipanas Jabar,
Felp. (0263) 523209, Sekr: (021) 8575935, 85905410
10. Pondok Pemulihan Duolos

L. Raya Trawas no. 253, Prigen, JAWA - TIMUR,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Telp. (0343) 850868
11. Yayasan Dharma Kasih
L Villa Karina, Komp. Cilember, Jogjogan - Bogor
Telp. (0251) 252379
12. Wisma Siloam GBI Sinar Kehidupan
1. Semplak no. 345 Bogor
lelp. (0251) 505159
13. Rumah Harapan & Pemulihan Yayasan "Dinamika"
JI. Cihanjuang KM. 2,5 Perum. Cihanjuang Indah biok B 5 Cimahi -
Bandung
Telp. (022) 6649224
14. Pondok Sentosa/Serambi Salomo
Hotel Citanian - BOGOR
Telp. (0251) 254740, 0818 - 220762
15. Christ for Drugs People
Perum. Danau Bogor Raya blok TH 1 no. 2
Telp. (0251) 356951
16. Drop In Centre Yayasan Insan Pengasih Indonesia (YIPT)
1. aksa 1V No. 69, |Jakarta Selatan
Telp. (021) 7208216
17. Wisma Adiksi
L. Jati Indah 1 No. 23 Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7690455, 7540604
18. Titthan Respati, {Therapeutic C.Dmm.ur-.it}r}
JI. Hang Lekir 1T / 16, Kebayoran Baru, Jak-Sel.
Telp. ((21) 7247426, 7394762, Fax. 7394769
19. Narkotik Anonymous (NA )
[I. Pekalongan No. 26, Seberang Kedutaan Thailand Menteng, Jakarta
I'usal

(021) 6400455 - 56
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20. Sistem Terpadu Terapi dan Rehabilitasi Pasien Naza
JL Tebet Barat, Perum, Tebet Mas Indah Blok I No. 5, Jak-Sel
Telp. (021) 8298885, 8299857
21. YIP1 Griya Pengasihan - Jagakarsa
J1. Manggis 12 Jagakarsa, Jakarta Selatan
22. Yayasan Asa Bangsa (tempat berobat)
Il. Duren liga Utara Raya, No. 103, Jakarta Selatan
(021) 7994628,, 7996251
23, Yayasan Al Jahu (Program 12 Langkah)
JI. Raya Tanjung Barat No. 3, Pasar Minggu, Jak-sel. 12510
Telp. (021) 7806871, Fax. (021) 7818802
24. Pondok Asri Rehab : Pondok Indah
Sekr. Komp, Duta Merlin blok B 41 - 43, J1. Gajah Mada 3-5
Telp. (021) 6347126, 0818-740443
25, Yayasan liara Dharma Seta
I1. Albaido I No. 30, Lubang Buaya, Jak Timur
Telp. (021) 8413117
26. Addiction Recovery Club
Il. Raya Hankam no. 11, Pondok Gede
Telp. (021) 84670029, Fax 8499598
27. Rumah Kemanyg
JI. Kemang, 1 No.58, Jakarta 12730
Telp. (021) 7183634, I'ax. 7251211
28. Terracotla Primary Care Program
JL. Lembah IV / 43 Cireundeu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7424329
29. Terracotta
Head Office & Re-entry Prog.
JL Bangka VI / 30 Kemang, fakarte Selatan
Telp & Fax, (021) 71790029
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30, Harapan Permata Fati Kita (Yayasan KITA)
JI. Dr. Semeru No. 112, Bogor, Jawa Darat
JI. Kebon Pedes 1/53 RT.02/08, Kebon Pedes, Bogor - Jabar
Telp. 0251) 382952, 382052 - 3
http:/ / www.yakita.or.id/ _

31. Yayasan Wijaya Kusuma (Therapeutic Community Method)
Kampung, Lengis, Warung, Menteng. Kec. Cijeruk, Caringin - Bogor
Telp. (0251) 220424, Sekr. 7235218

32. Porteda " Cakra Murti”

JI. Raya Kampung Sawah No. 3 RL 04/04, Kel. Jati Mulia, Kec. Sukma Jaya
- Depok
Telp. (021) 8763889

A3, Drop In Center
JL. Cisangkui No. 56, Bandung - Jawa Darat
Telp. (022) 707000

34. Yayasan Adulam
Kampung Cibeunying Kaler No231 C Rt01/12, Kel. Cibodas, Kec.

Lembang,

Sekretariat lakarta: 021- 7662929, 7669339 , 7662772, Fax. 7662882

35. Yayasan Kawanan Kasth Jakarta -

JI. Tegal Sari TV No. 42, RT.04/011. Kel. Sukasari Cikokol - Tangerang,
Telp. (021) 5524621

36. Yayasan/Rehabilitasi (Islam)- Wisma Ibrahim
J1. HLA Dasuki noY Kalimalang - Jakarta Timur
Telp. (021) 8609366-67

37. Wisma An-Nisa
JI. Kemang Swatama Raya, RT. 05/05 no.4, Studio Alam, TVRI - Depok,
(021) 77821617

38. Wisma Siloam
JI Raya Semplak no 345, Bogor, Jawa Barat
Telp. Telp (0251) 505159
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39. Yayasan Masyarakal Anti Narkoba
L Letjen. TB Simatupang, Kav. 10 Jakarta Selatan,
Telp. 021 - 7512008, 7512009
40. Gerakan Peduli HIV / AIDS dan Narkoba (GERHANA),
JL Raden Saleh Gg. Hap Husin T\T-.'_L- 73 RT 01/ RW 014 Karang Tengal,

Tangerang
lelp. U21 - 7323 Y37
Mail: yerhana_tng@yahoo.com#mailtoigerhana_tng@yahoo.com
41. Brigade Anti Narkoba, Brigantik ‘
Pemda Kabupaten Bogor Desa Tengah Kecamatan Cibinong,
Telp. 021 - 8758604, 021 - 8750772, ‘
42, Pusat Pelayanan Konseling dan Narkoba Shekinah. .
Sekretariat: J1.Gajah Mada No.3-5 Komp.Duta Merlin B.43, ]ﬂkart.a Pusat.
Telp.021- 632.2147; 634.7126
43. Generasi Batu Karang, Anak Kasih Bangsa (GERBANG AKSA)
Desa Selawangi, Kec. Cariu - Bogor, 76 km, sebelah timur Jakarta
Telp. 021 - 8095717, 8095420; Fax: 8095717
44, Yayasan Getsemani
JI. Raya Pekayon no. 30 Bekasi Barat
Telp. (021) 8218619-21

45. Yayasan Efata
Komp. Hotel Indo Alam Blok F 33 KM 98 Puncak-Cipanas
Telp. (0263) 524177
46. Yayasan/Rehabilitasi (Umum) Pamardisiwi
JI. MUT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur
Telp. 021- 8092713
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